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Penelitian ini mengkaji dan menjawab mengenai pelaksanaan 
penggeledahan rumah oleh aparat kepolisian, telah dilaksanakan sesuai dengan 
aturan normatifnya atau belum, hambatan-hambatan dalam penggeledahan rumah 
serta upaya-upaya menghadapi hambatan yang timbul dalam pelaksanaan 
penggeledahan rumah. 
 
Penelitian ini termasuk jenis penelitian hukum empiris yang bersifat 
deskriptif. Data penelitian ini meliputi data primer dan data sekunder. Data primer 
merupakan data utama atau data asli yang diperoleh penulis  dari tangan pertama 
dari sumber utama dalam hal ini data yang diperoleh penulis dari dari penelitian 
lapangan di kantor Kepolisian Resor Sukoharjo, data sekunder adalah data-data 
yang diperoleh penulis dari penelitian kepustakaan dan dokumentasi.  Sumber 
data dalam penelitian ini adalah sumber data primer dan sumber data sekunder 
yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder. Data dikumpulkan 
dengan teknik wawancara terstruktur dan studi kepustakaan. Teknik analisis data 
yang digunakan bersifat kualitatif.   
 
Pelaksanaan penggeledahan rumah dalam perkara pidana penyalahgunaan 
narkotika ini dilakukan dengan tahapan sebagai berikut: penyidik memperoleh 
laporan yang kemudian ditindak lanjuti dengan dilakukannya pengggeledahan 
rumah tersangka yang disaksikan oleh dua orang saksi, karena dalam keadaan 
mendesak penyidik dapat melakukan penggeledahan tanpa surat ijin Ketua 
Pengadilan Negeri, tetapi setelah selesai melakukan penggeledahan penyidik 
segera melaporkan dan meminta surat persetujuan penggeledahan dari Ketua 
Pengadilan Negeri setempat. Hambatan yang umum terjadi dalam penggeledahan 
rumah yaitu barang bukti disangkal, tersangka mempersulit jalannya 
penggeledahan, tidak setuju rumahnya digeledah. Upaya mengatasi hambatan 
yaitu dengan pendekatan intensif, serta dilakukan tindakan tegas agar tersangka 
mau bekerja sama. Peraturan perundangan yang dapat dijadikan landasan hukum 
dalam pelaksanaan penggeledahan rumah yaitu Undang-Undang No. 8 tahun 1981 
tentang Pedoman Pelaksanaan KUHAP, KUHAP dalam Pasal 1 butir 17, Pasal 7 
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BAB I  
PENDAHULUAN 
 
A. LATAR BELAKANG MASALAH 
Peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pelaksanaan tugas 
Kepolisian Negara Republik Indonesia sebelum Undang Undang Nomor 2 
Tahun 2002 berlaku adalah Undang Undang Nomor 28 Tahun 1997. Seiring 
dengan  kemajuan masyarakat yang cukup pesat, seiring dengan merebaknya 
fenomena supremasi hukum, hak asasi manusia, globalisasi, demokratisasi, 
desentralisasi, transparansi dan akuntabilitas, telah melahirkan berbagai 
paradigma baru dalam melihat tujuan, tugas, fungsi, wewenang dan tanggung 
jawab Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya menyebabkan 
pula tumbuhnya berbagai tuntutan dan harapan masyarakat terhadap 
pelaksanaan tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia yang makin 
meningkat dan lebih berorientasi kepada masyarakat yang dilayaninya. 
Undang Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara 
Republik Indonesia telah didasarkan pada paradigma baru. Diharapkan 
undang-undang ini dapat lebih memantapkan kedudukan dan peranan serta 
pelaksanaan tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai bagian 
integral dan reformasi menyeluruh segenap tatanan kehidupan bangsa dan 
negara dalam mewujudkan masyarakat madani yang adil, makmur dan 
beradab berdasar Pancasila dan UUD tahun 1945. 
Sesuai dengan UUD 1945 Perubahan kedua, Ketetapan MPR RI NO 
VII/MPR/2000, keamanan dalam negeri dirumuskan sebagai format tujuan 
Kepolisian Negara Republik Indonesia dan secara konsisten dinyatakan 
dalam perincian tugas pokok yaitu memelihara keamanan dan ketertiban 
masyarakat, menegakkan hukum, serta melindungi, mengayomi, dan 
melayani masyarakat. Namun dalam penyelenggaraan fungsi kepolisian, 
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Kepolisian Negara Republik Indonesia secara fungsional dibantu oleh 
kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk 
pengayoman swakarsa melalui pengembangan asas subsidiaritas dan asas 
partisipasi. 
Asas legalitas sebagai aktualisasi paradigma supremasi hukum, dalam 
undang-undang ini secara tegas dinyatakan dalam perincian kewenangan 
Kepolisian Negara Republik Indonesia, yaitu melakukan penyelidikan, dan 
penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana 
dan peraturan perundang-undangan lainnya. 
 Tindakan pencegahan tetap di utamakan melalui pengembangan asas 
preventif dan asas kewajiban umum kepolisian yaitu memelihara keamanan 
dan ketertiban masyarakat. Dalam hal ini setiap pejabat Kepolisian Negara 
Republik Indonesia memiliki kewenangan Diskresi yaitu kewenangan untuk 
bertindak demi kepentingan umum berdasarkan penilaian sendiri. Oleh 
karena itu undang-undang ini mengatur pula pembinaan profesi agar tindakan 
Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat dipertanggungjawabkan baik 
secara hukum maupun secara teknik profesi dan terutama hak asasi manusia. 
Berdasar tugas pokoknya sebagai penegak hukum dan pembina 
keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas), maka terdapat tiga fungsi 
utama kepolisian yaitu bimbingan masyarakat, preventif dan represif. Fungsi 
bimbingan masyarakat merupakan upaya untuk menggugah perhatian 
(attention) menanamkan pengertian (understanding) pada masyarakat untuk 
melahirkan sikap penerimaan (acceptance) sehingga secara sadar mau 
berperan serta (participation) dalam upaya-upaya pembinaan kamtibmas pada 
umumnya dan kebiasaan pada hukum  (law abiding citizen) khususnya. 
Fungsi preventif (pencegahan) merupakan upaya ketertiban atau perencanaan 
termasuk memberikan perlindungan dan pertolongan. Fungsi represif 
merupakan upaya penindakan dalam bentuk penyelidikan dan penyidikan 
gangguan kamtibmas atau kriminalitas. 
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Polisi selain mempunyai tugas pokok memelihara kamtibmas juga 
diberi kekuasaan tertentu, yang salah satunya adalah kewenangan untuk 
melakukan PENGGELEDAHAN. Penggeledahan adalah tindakan penyidik 
yang dibenarkan undang-undang untuk memasuki dan melakukan 
pemeriksaan dirumah tempat kediaman seseorang atau untuk melakukan 
pemeriksaan terhadap badan dan pakaian seseorang. 
Macam-macam penggeledahan menurut KUHAP ada 2 macam yaitu 
penggeledahan rumah tempat kediaman dan penggeledahan badan atau 
pakaian. Bahkan tidak hanya melakukan pemeriksaan, tetapi bisa juga 
melakukan penangkapan dan penyitaan.Itu sebabnya ditinjau dari hak asasi, 
tindakan penggeledahan merupakan pelanggaran Hak Asasi Manusia, yang 
melarang setiap orang untuk mencampuri kehidupan pribadi, keluarga dan 
tempat tinggal kediaman seseorang. Dalam penulisan hukum ini penulis 
hanya membatasi tentang penggeledahan rumah tempat kediaman tersangka 
penyalah gunaan narkotika., Undang-undang telah membolehkan mau tidak 
mau hak asasi itu dilanggar demi untuk kepentingan penyelidikan atau 
pemeriksaan penyidikan dalam rangka menegakkan hukum dan ketertiban 
masyarakat. Penggeledahan harus benar-benar dilakukan dengan hati-hati 
dalam batas-batas yang ditentukan undang-undang. 
Sekalipun tindakan penggeledahan dibenarkan oleh undang-undang 
demi kepentingan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana, namun 
penggeledahan yang dibenarkan hukum tetap erat hubungannya dengan hak 
asasi manusia. Di samping itu, tindakan penggeledahan membawa akibat 
yang luas kepada kehidupan pribadi dan keluarga, karena tindakan 
penggeledahan pasti mengundang perhatian luas lingkungan masyarakat,yang 
akan menimbulkan siksaan batin bagi seluruh kehidupan keluarga atau karena 
penggeledahan secara nyata bersifat upaya paksa (dwang middeken), 
langsung atau tidak langsung, tindakan penggeledahan menimbulkan 
ketakutan bagi penghuni rumah. Kalau begitu sangat diharapkan agar akibat 
dan ekses penggeledahan terhadap diri dan keluarga tersangka diperkecil 
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sedemikian rupa, antara lain dengan jalan “memilih waktu yang tepat” dan 
yang paling baik dalam pelaksanaan penggeledahan tanpa mengurangi 
efektivitas dan efisiensi penggeledahan kasus per kasus. 
Kewenangan untuk melakukan penggeledahan hanya diberikan 
kepada “penyidik”, yaitu penyidik POLRI dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil 
yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang. Penuntut Umum tidak 
mempunyai wewenang melakukan penggeledahan, demikian juga hakim pada 
semua tingkat peradilan, tidak mempunyai wewenang untuk melakukan 
penggeledahan, tetapi ada perkecualian untuk tindak pidana khusus, misalnya 
tindak pidana korupsi, yang melakukan penggeledahan adalah kejaksaan.   
Penggeledahan benar-benar ditempatkan pada pemeriksaan penyelidikan dan 
penyidikan, tidak terdapat pada tingkat pemeriksaan selanjutnya baik dalam 
taraf penuntutan dan pemeriksaan peradilan. Pemberian tugas itu sesuai dan 
sejalan dengan tujuan dan pengertian penggeledahan bertujuan untuk mencari 
dan mengumpulkan fakta dan bukti serta dimaksudkan untuk mendapatkan 
orang yang diduga keras sebagai tersangka pelaku tindak pidana.  
Dalam melaksanakan wewenang penggeledahan, penyidik tidak 
seratus persen berdiri sendiri. Penyidik diawasi dan dikaitkan dengan “Ketua 
Pengadilan Negeri” dalam melakukan setiap penggeledahan. Pada setiap 
penggeledahan, penyidik “wajib” memerlukan bantuan Ketua Pengadian 
Negeri. Alasan kenapa penggeledahan harus lebih dulu mendapat izin Ketua 
Pengadilan Negeri atau dalam keadaan mendesak harus segera meminta 
persetujuan Ketua Pengadilan Negeri, dimaksudkan sebagai tindakan 
“pengawasan” dan “koreksi” bagi penyidik. Masalah penggeledahan erat 
sekali hubungannya dengan hak asasi manusia seperti yang dicantumkan 
dalam Pasal 12 Declaration of Human Right, yang menjelaskan: “Tiada 
seorang jua pun diperbolehkan mencampuri secara sewenang-wenang 
kehidupan partikelir, keluarga, tempat tinggal, surat menyurat orang lain”. 
Begitu pula, seorang pun tidak dibolehkan menyerang kehormatan dan nama 
5 
 
baik orang lain. Setiap orang berhak mendapat perlindungan undang-undang 
terhadap campur tangan orang lain. 
Memperhatikan betapa tingginya hak perlindungan yang harus 
diberikan undang-undang kepada campur tangan kehidupan pribadi dan 
tempat tinggal seseorang, wajar apabila pembuat undang-undang menentukan 
garis yang mempersempit keleluasaan penyidik melakukan tindakan 
penggeledahan. Guna lebih terjamin ketertiban dan kepastian hukum, 
undang-undang menempatkan instansi penyidik berada dalam kedudukan 
keharusan melakukan hubungan kerja sama dengan instansi Pengadilan 
Negeri, dalam arti sebagai pembatasan atas keleluasaan mempergunakan 
wewenang penggeledahan yang diberikan undang-undang kepadanya. 
Disamping wewenang penggeledahan ditempatkan dalam suatu 
pembatasan dan kerja sama dengan Ketua Pengadilan Negeri, wewenang dan 
tindakan penggeledahan mendapat pengawasan dan hubungan kerja sama 
pula dengan “pemilik tempat” yang digeledah, dengan jalan mewajibkan 
penyidik “memberikan salinan” berita acara penggeledahan kepada penghuni 
atau pemilik tempat yang digeledah. Demikian juga pengawasan dan kerja 
sama dengan pihak ketiga. Setiap penggeledahan harus “disaksikan” oleh dua 
orang saksi, atau dalam keadaan penghuni atau pemilik menolak tindakan 
penggeledahan, penggeledahan yang dijalankan tanpa persetujuan penghuni 
atau pemilik harus “disaksikan oleh kepala desa” atau kepala lingkungan, 
ditambah dua orang saksi yang harus ikut menyaksikan jalannya 
penggeledahan (M. Yahya Harahap, 2002 :250 ). 
 
Dalam penulisan hukum ini penulis khusus membahas tentang 
penggeledahan rumah tempat kediaman tersangka penyalahgunaan narkotika. 
Persoalan mengenai narkotika semakin lama semakin meningkat, hal ini 
terbukti dengan adanya penyelundupan, perdagangan gelap, penangkapan, 
penahanan yang berhubungan dengan narkotika. Oleh karena itu masalah 
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narkotika adalah masalah yang cukup relevan dewasa ini, sehingga perlu 
sekali untuk segera mendapatkan tanggapan yang serius. 
Secara umum yang dimaksud dengan narkotika adalah sejenis zat 
yang bila digunakan ( dimasukkan dalam tubuh) akan membawa pengaruh 
terhadap tubuh sipemakai. Bahaya dan akibat narkotika jika disalah gunakan 
dapat bersifat antara lain bahaya bersifat pribadi  yang dapat menimbulkan 
pengaruh dan efek-efek terhadap tubuh sipemakai dengan gejala seperti 
Euphoris, Dellirium, Hellusinasi, Weaknes, Drowsiness, Koma, sedangkan 
penyalahgunaan narkotika terhadap masyarakat  yaitu sebagaimana diketahui 
bahwa orang-orang yang kecanduan narkotika disaat ketagihan mengalami 
penderitaan yang yang hebat yang harus dipenuhi dengan cara bagaimanapun 
saja. 
Meskipun narkotika sangat bermanfaat dan diperlukan untuk 
pengobatan dan pelayanan kesehatan, namun apabila disalahgunakan tidak 
sesuai dengan standar pengobatan, terlebih jika disertai dengan peredaran 
narkotika secara gelap akan menimbulkan akibat yang sangat merugikan 
perorangan maupun masyarakat khususnya generasi muda, bahkan dapat 
menimbulkan bahaya yang lebih besar bagi kehidupan dan nilai-nilai budaya 
bangsa yang pada akhirnya akan dapat melemahkan ketahanan nasional. 
Penyalahgunaan narkotika selain menimbulkan akibat pribadi bagi 
seseorang juga akan menimbulkan akibat yang menyangkut persoalan hukum 
yaitu tidak dapat disangkal lagi bahwasanya bagi seorang pecandu narkotika 
itu membutuhkan narkotika dalam jumlah yang relatif banyak, sedangkan 
harga dari narkotika itu mahal, maka bagi mereka yang keadaan ekonominya 
lemah atau berantakan akan menyebabkan timbulnya pengertian dalam 
mewujudkan tindak pidana. Hal ini disebabkan orang ketagihan narkotika 




Peningkatan pengendalian dan pengawasan sebagai upaya mencegah 
dan memberantas penyalahgunaan peredaran gelap narkotika sangat 
diperlukan, karena kejahatan narkotika pada umumnya tidak dilakukan oleh 
perorangan secara berdiri sendiri, melainkan dilakukan secara bersama-sama 
bahkan dilakukan oleh sindikat yang terorganisasi secara mantap, rapi dan 
sangat rahasia. 
Berdasarkan latar belakang diatas, penulis mengetengahkan judul 
penulisan hukum dalam skripsi ini: “PELAKSANAAN 
PENGGELEDAHAN RUMAH DALAM PERKARA PIDANA 
PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA OLEH KEPOLISIAN RESOR 
SUKOHARJO” 
B. PERUMUSAN MASALAH  
Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis merumuskan 
permasalahan dalam penelitian ini sebagai berikut : 
1. Bagaimanakah pelaksanaan penggeledahan rumah tempat kediaman 
dalam perkara pidana penyalahgunaan narkotika oleh  aparat Polres 
Sukoharjo? 
2. Hambatan apa dan upaya apa yang dilakukan aparat Polres Sukoharjo 
dalam menghadapi hambatan yang timbul dalam melakukan 
penggeledahan rumah tempat kediaman dalam perkara pidana 
penyalahgunaan narkotika? 
C. TUJUAN PENELITIAN 
1. Tujuan Objektif 
a. Untuk mengetahui pelaksanaan penggeledahan rumah tempat 
kediaman  yang dilakukan oleh aparat Polres Sukoharjo. 
b.  Untuk mengetahui hambatan-hambatan dalam pelaksanaan 
penggeledahan rumah tempat kediaman oleh aparat Polres Sukoharjo. 
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c. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan aparat Polres Sukoharjo 
menghadapi hambatan yang timbul dalam melaksanakan 
penggeledahan rumah tempat kediaman. 
2. Tujuan Subyektif 
a. Memperoleh data sebagai bahan utama penyusunan penulisan hukum 
sebagai sarana untuk memenuhi persyaratan wajib bagi setiap 
mahasiswa dalam meraih gelar kesarjanaan di Fakultas Hukum 
Universitas Sebelas Maret. 
b. Untuk menambah pengetahuan, pengalaman serta pemahaman aspek 
hukum didalam teori dan praktek hukum yang sangat berarti bagi 
penulis, khususnya mengenai penggeledahan rumah tempat kediaman 
yang dilakukan oleh penyidik. 
D. MANFAAT PENELITIAN 
1. Manfaat Teoritis 
a. Memberi masukan ilmu pengetahuan dalam ilmu hukum pada 
umumnya dan hukum acara pidana pada khususnya yang berkaitan 
dengan pelaksanaan penggeledahan rumah tempat kediaman. 
b. Dapat digunakan untuk menambah referensi di bidang karya ilmiah. 
2. Manfaat Praktis 
a. Dapat memberikan deksripsi tentang pelaksanaan penggeledahan 
rumah tempat kediaman dalam  perkara pidana penyalahgunaan 
narkotika oleh  Polres Sukoharjo bagi yang memerlukan. 
b. Untuk memberikan jawaban atas rumusan masalah yang sedang diteliti 
oleh penulis. 
E.  METODE PENELITIAN 
Penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan 
analisa dan konstruksi, yang dilakukan secara metodologis, sistematis, dan 
konsisten. (Soerjono Soekanto, 1986 : 42) 
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Metode penelitian adalah suatu cara untuk memecahkan suatu 
masalah dengan cara mengumpulkan, menyusun, serta menginterpretasikan 
data-data guna menemukan, mengembangkan dan menguji kebenaran suatu 
pengetahuan atau dengan kata lain metode penelitian merupakan sarana dan 
cara yang digunakan untuk memahami objek yang akan diteliti, yang hasilnya 
akan dituangkan dalam penulisan ilmiah dan hasilnya dapat dipertanggung 
jawabkan secara ilmiah. (Soetrisno Hadi, 1989 : 131) 
 
Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah : 
1. Jenis Penelitian 
Penelitian yang akan dilaksanakan penulis termasuk penelitian  hukum 
empiris yaitu suatu penelitian yang berusaha mengidentifikasi hukum 
yang terdapat dalam masyarakat dengan maksud untuk mengetahui 
gejala-gejala lainnya ( Soerjono Soekanto, 1986 : 10 ). Dalam penelitian 
ini, penulis akan mengemukakan mengenai pelaksanaan penggeledahan 
rumah tempat kediaman yang dilakukan aparat Polres Sukoharjo dalam 
penyelesaian perkara pidana penyalahgunaan narkotika. 
2. Sifat Penelitian 
Penelitian ini bersifat deskriptif, yaitu penelitian yang dimaksud untuk 
memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan, atau 
hipotesa agar dapat membantu dalam memperkuat teori-teori ilmiah atau 
dalam kerangka menyusun teori baru (Soerjono Soekanto, 1986 : 10). 
Dalam hal ini penulis memperoleh data serta informasi dari Polres 
Sukoharjo dalam rangka memberikan deskripsi tentang pelaksanaan 
penggeledahan rumah tempat kediaman oleh aparat Polres Sukoharjo 
dalam perkara penyalahgunaan narkotika. 
3 Pendekatan Penelitian 
Pendekatan penelitian secara kualitatif yaitu memusatkan perhatiannya 
pada prinsip-prinsip umum yang mendasari perwujudan satuan-satuan 
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gejala yang ada dalam kehidupan manusia  (Burhan  Ashofa, 2004 : 20 – 
21). 
4.  Lokasi Penelitian 
Penelitian dengan judul “Pelaksanaan Penggeledahan Rumah Dalam 
Perkara Pidana Penyalahgunaan Narkotika Oleh Kepolisian Resor 
Sukoharjo” ini dilakukan dengan mengambil lokasi Di Kepolisian Resor 
Sukoharjo. 
5. Jenis Data 
Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah : 
a. Data Primer 
Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumbernya 
yang dapat berupa sejumlah keterangan atau fakta yang diperoleh 
secara langsung dari sumber pertama atau melalui penelitian 
lapangan. Adapun yang termasuk data primer dalam penelitian ini 
adalah hasil wawancara dari Kepolisian Resor Sukoharjo khususnya 
di Satuan Reserse dan Kriminal, pada unit Narkotika. 
b. Data Sekunder 
Data sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung dari 
lapangan yang dapat diperoleh melalui buku-buku, literatur, peraturan 
perundangan, bahan dokumen dan sumber tertulis lainnya yang 
berkaitan dengan masalah yang diteliti. 
 
6. Sumber Data 
Sumber data yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah : 
a. Sumber Data Primer 
Dalam penelitian ini yang menjadi sumber data primer adalah semua 
data yang diperoleh dari Satuan Reserse dan Kriminal Polres 
Sukoharjo, khususnya di Unit Narkotika. 
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b. Sumber Data Sekunder 
Adalah sumber data yang mendukung sumber data primer yang 
meliputi : 
1. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mempunyai 
kekuatan mengikat karena dikeluarkan pemerintah yang terdiri 
dari : norma, peraturan dasar dan berbagai peraturan perundang-
undangan, seperti Undang Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang 
Kepolisian Negara RI, Undang Undang Nomor 22 Tahun 1997 
tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang 
Pedoman Pelaksanaan KUHAP. 
2. Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum  yang berisi penjelasan 
mengenai bahan hukum primer, yang meliputi : buku, artikel, 
laporan penelitian, dan berbagai karya tulis ilmiah lainnya. 
7. Teknik Pengumpulan Data 
a) Wawancara 
Adalah teknik untuk mengumpulkan data primer melalui proses tanya 
jawab secara langsung dengan pihak yang berkompeten dalam 
permasalahan yang diteliti. Wawancara dilakukan kepada pihak 
terkait, dalam hal ini Satuan Reserse dan Kriminal. Khususnya di Unit 
Narkotika.  
b) Studi Kepustakaan 
Dalam penulisan hukum ini digunakan studi kepustakaan untuk 
mengumpulkan sumber data sekunder, yaitu dengan cara membaca, 
mempelajari dan menganalisa sumber data yang ada hubungannya 
dengan masalah yang akan diteliti. 
8. Teknik Analisis Data 
Menurut Lexy J. Moleong (2001 : 103) analisa data adalah proses 
mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam pola, kategori dan 
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satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan 
hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data. 
Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
teknik analisis model interaktif (interactive model of analysis) yaitu 
model analisis data di mana data yang akan di proses melalui tiga 
komponen utama yang terdiri dari (1) reduksi data, (2) sajian data, (3) 
penarikan kesimpulan, di mana dalam proses analisis data dalam ketiga 
komponen tersebut saling berinteraksi dengan membentuk siklus. Setelah 
pengumpulan data berakhir, maka kegiatan penulisan bergerak diantara 
ketiga komponen utama analisis untuk menarik kesimpulan dengan 
memverifikasikannya berdasarkan semua hal yang terdapat dalam reduksi 




Skema cara kerja analisis data interaktif. (HB. Sutopo, 1993 : 23) 
Komponen diatas dapat dijelaskan sebagai berikut: 
1. Pengumpulan Data adalah masa dimana penulis mencari data dan 
mencatat semua data yang masuk. 
2. Reduksi Data adalah proses pemilihan, pemusatan perhatian pada 
penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data kasar yang 
muncul dari catatan-catatan di lapangan. 
3. Sajian Data adalah sekumpulan informasi tersusun yang memberi 




Sajian Data Reduksi Data 
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4. Penarikan Kesimpulan adalah menyimpulkan apa yang sudah 
diketahui pada awal. 
 
F. SISTEMATIKA PENULISAN HUKUM (SKRIPSI) 
Adapun sistematika dari penulisan hukum (skripsi) ini adalah sebagai 
berikut : 
BAB I  PENDAHULUAN 
Pada bab ini penulis berusaha memberikan gambaran awal 
mengenai penelitian yang meliputi latar belakang masalah, 
perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, 
metodologi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini, dan 
sistematika penulisan hukum untuk dapat lebih memberikan 
pemahaman terhadap isi penelitian. 
BAB II  TINJAUAN PUSTAKA 
Pada bab ini diuraikan mengenai kerangka teori dan kerangka 
pemikiran. Kerangka teori berisi tinjauan tentang penggeledahan 
dan tinjauan tentang narkotika. 
BAB III  HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
Bab ini diuraikan mengenai pembahasan dari rumusan masalah 
yang ada, yaitu mengenai pelaksanaan penggeledahan rumah 
tempat  kediaman dalam perkara pidana penyalahgunaan narkotika 
oleh aparat Polres Sukoharjo, hambatan dan upaya yang dilakukan 
aparat Polres Sukoharjo dalam menghadapi hambatan yang timbul 





BAB IV  PENUTUP 
Bab ini merupakan bab akhir dari penelitian ini yang berisi 
simpulan-simpulan dari hasil penelitian yang telah dilakukan dan 
saran-saran sebagai tindak lanjut dari simpulan tersebut. 






1. Kerangka Teori 
A. Tinjauan Tentang Penggeledahan 
1. Pengertian Penggeledahan 
Mengenai penggeledahan sebagian besar diatur dalam bab 
V bagian ketiga, yang dituangkan dalam pasal 33 sampai Pasal 37 
KUHAP, juga dapat dijumpai lagi pasal-pasal yang membicarakan 
penggeledahan yaitu pada bab XIV (penyidikan) bagian kedua, 
dalam pasal 125 sampai pasal 127 KUHAP. 
Penggeledahan dapat dilakukan atas : 
a. Rumah Tempat Kediaman 
Penggeledahan rumah menurut Pasal 1 butir 17 KUHAP 
adalah tindakan penyidik untuk memasuki rumah tempat 
tinggal dan tempat tertutup lainnya untuk melakukan tindakan 
pemeriksaaan dan atau penyitaan dan atau penangkapan dalam 
hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini. 
b. Badan atau Pakaian 
Penggeledahan badan atau pakaian menurut Pasal 1 butir 18 
KUHAP adalah tindakan penyidik untuk mengadakan 
pemeriksaan badan dan atau pakaian tersangka untuk mencari 
benda yang diduga keras ada pada badannya atau dibawa serta 
untuk disita. 
 
2 Pejabat Yang Berwenang Melakukan Penggeledahan 




a. Penyidik dan penyidik pembantu (Pasal 7 ayat (1) jo pasal 32 
KUHAP) 
b. Penyelidik atas perintah penyidik (Pasal 5 ayat (1) huruf b) 
Wewenang tindakan penggeledahan oleh penyidik tidak 
seratus persen berdiri sendiri. Penyidik diawasi dan dikaitkan 
dengan Ketua Pengadilan Negeri dalam melakukan setiap 
penggeledahan. (M. Yahya, 2002 : 268) 
Pada setiap tindakan penggeledahan, penyidik pada 
asasnya wajib memperoleh terlebih dahulu izin dari Ketua 
Pengadilan Negeri setempat, sebagaimana diatur dalam Pasal 33 
KUHAP. 
Sedangkan dalam “keadaan luar biasa” dan “mendesak” 
penyidik dapat melakukan penggeledahan tanpa lebih dulu dapat 
surat izin dari Ketua Pengadilan Negeri. Namun demikian, segera 
sesudah penggeledahan, penyidik wajib meminta “persetujuan” 
Ketua Pengadilan Negeri setempat. 
3. Macam-macam Penggeledahan 
Mengenai penggeledahan dibagi menjadi 2 macam, yaitu 
rumah tempat kediaman dan penggeledahan badan dan atau 
pakaian, yang keduanya diatur dalam KUHAP. 
a. Penggeledahan Rumah Tempat Kediaman 
Penggeledahan rumah tempat kediaman, dapat 
dibedakan dalam 2 sifat. Pertama bersifat atau dalam keadaan 
biasa atau dalam keadaan normal. Sedangkan yang kedua 
bersifat atau dalam keadaan yang sangat perlu dan mendesak. 
Perbedaan sifat ini dengan sendirinya membawa perbedaan 





1) Penggeledahan Biasa 
Adalah penggeledahan yang dilakukan dengan cara 
aturan umum yang ditentukan dalam Pasal 33 KUHAP. 
Tata cara penggeledahan yang diatur dalam Pasal 33 
KUHAP, pedoman utama dalam tindakan penggeledahan 
dan sedapat mungkin setiap tindakan penggeledahan harus 
berpedoman pada pasal 33 sebagai aturan umum. 
Tata cara atau prosedur penggeledahan dalam 
keadaan biasa: 
a) Harus ada surat izin dari Ketua Pengadilan Negeri 
setempat (Pasal 33 ayat 1) sebelum melakukan tindakan 
penggeledahan. Penyidik lebih dulu minta surat izin 
Ketua Pengadilan Negeri dengan menjelaskan segala 
sesuatu yang berhubungan dengan kepentingan 
penggeledahan bagi keperluan penyelidikan dan 
penyidikan. Tujuan surat izin itu dimaksudkan untuk 
“menjamin hak asasi” seseorang atas kediamannya. 
Agar tindakan penggeledahan tidak merupakan suatu 
upaya yang dengan gampangnya saja digunakan oleh 
penyidik tanpa pembatasan dan pengawasan. Maka 
demi untuk membatasi penggeledahan yang kurang 
dapat dipertanggungjawabkan serta tidak digunakan 
semau sendiri, pembuat undang-undang memberikan 
dengan syarat, harus terlebih dahulu ada “surat izin” 
dari Ketua Pengadilan Negeri setempat 
b) Petugas Kepolisian yang melaksanakan tindakan 
penggeledahan harus membawa dan memperhatikan 
“surat tugas” (Pasal 33 ayat 2 KUHAP). Petugas 
POLRI yang bertindak melakukan penggeledahan harus 
membawa dan memperlihatkan surat tugasnya kepada 
18 
 
penghuni atau pemilik rumah yang hendak digeledah. 
Ketentuan ini sangat beralasan sekaligus guna 
menghindari terjadinya penggeledahan yang berulang-
ulang tanpa setahu pejabat penyidik. Apabila 
penggeledahan dilakukan tanpa surat tugas, bisa saja 
orang yang tidak bertanggung jawab menyamar 
melakukan penggeledahan.  Tetapi jika penyidik sendiri 
yang melaksanakan atau ikut memimpin pelaksanaan 
penggeledahan, maka tidak diperlukan surat tugas 
penggeledahan. 
c) Setiap penggeledahan rumah tempat kediaman harus 
didampingi oleh : 
(1)  Dua orang saksi, jika tersangka atau penghuni 
rumah yang dimasuki dan digeledah 
menyetujuinya (Pasal 33 ayat 3 KUHAP). 
Apabila tersangka atau penghuni rumah 
memperbolehkan dengan baik, rela dan setuju 
rumahnya dimasuki dan digeledah. 
Pemasukan dan penggeledahan harus dihadiri 2 
orang saksi. Tanpa dihadiri 2 orang saksi, 
pemasukan rumah dan penggeledahan dianggap 
merupakan pemasukan dan penggeledahan liar 
dan dianggap tidak sah. 
(2) Jika tersangka atau penghuni rumah tidak setuju 
dan dia tidak menghadiri, maka penggeledahan 
harus disaksikan oleh Kepala Desa atau ketua 
lingkungan dengan dua orang saksi. 
(3) Kewajiban membuat berita acara penggeledahan 




d) Penjagaan rumah atau tempat (Pasal 127) 
Yang memberi wewenang pada penyidik untuk : 
(1) Dapat mengadakan penjagaan atau penutupan 
tempat yang bersangkutan. 
(2) Penyidik berhak memerintahkan setiap orang yang 
dianggap perlu tidak meninggalkan tempat 
tersebut selama penggeledahan berlangsung. 
2) Penggeledahan Dalam Keadaan Mendesak 
Penggeledahan dalam keadaan mendesak diatur 
dalam Pasal 34 KUHAP, yaitu apabila di tempat yang 
hendak digeledah diduga keras terdapat tersangka atau 
terdakwa yang patut dikhawatirkan segera melarikan diri 
atau mengulangi tindak pidana atau benda yang dapat 
disita dikhawatirkan segera dimusnahkan atau 
dipindahkan, sedangkan surat izin dari Ketua Pengdilan 
Negeri tidak mungkin diperoleh dengan cara yang layak 
dan dalam waktu yang singkat. 
Dalam Pasal 34 KUHAP tersebut, penilaian 
keadaan yang sangat perlu dan mendesak, lebih dititik 
beratkan pada penilaian subjektif penyidik. Terutama 
mengenai pengertian “patut dikhawatirkan” segera 
melarikan diri atau mengulangi tindak pidana atau benda 
yang mungkin dapat disita dikhawatirkan segera 
dimusnahkan atau dipindahkan. 
Tata cara penggeledahan dalam keadaan mendesak: 
a) Penggeledahan dapat langsung dilaksanakan tanpa 
lebih dahulu ada izin dari Ketua Pengadilan Negeri. 
Tindakan penggeledahan dalam keadaan yang sangat 
mendesak dapat meliputi tempat-tempat : 
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(1) Pada halaman rumah tersangka bertempat tinggal, 
berdiam atau ada dan yang ada di atasnya. 
(2) Pada setiap tempat lain tersangka bertempat tinggal, 
berdiam atau ada; 
(3) Di tempat tindak pidana dilakukan atau terdapat 
bekasnya; 
(4) Di tempat penginapan dan tempat umum lainnya. 
Pada tindakan penggeledahan keadaan yang sangat 
perlu dan mendesak, harus ada permintaan tertulis dari 
penyidik. Akan tetapi, jika keadaan mendesaknya 
sedemikian rupa, cukup dengan perintah lisan. 
Namanya saja dalam keadaan yang sangat perlu dan 
mendesak, sehingga kalau ditunggu lagi surat perintah 
tertulis, bisa menimbulkan kelalaian yang sangat 
merugikan penyelidikan dan penyidikan. Namun bila 
keadaannya masih memungkinkan, sebaiknya 
penggeledahan dalam keadaan mendesak dilakukan 
dengan perintah tertulis dari penyidik. Penggeledahan 
dalam keadaan mendesak tidak diperlukan kehadiran 
saksi maupun kepala desa. Demikian juga dengan 
kesediaan atau persetujuan tersangka maupun 
penghuni, tidak perlu dipertanyakan setuju atau tidak 
setuju, penggeledahan tetap jalan terus.  
b) Dalam tempo paling lama 2 hari sesudah 
penggeledahan, penyidik membuat berita acara yang 
berisi jalannya penggeledahan dan hasil 
penggeledahan. 
(1) Berita acara dibacakan lebih dulu pada yang 
bersangkutan; 
(2) Diberi tanggal; 
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(3) Ditanda tangani penyidik dan tersangka serta 
keluarganya, jika mereka tidak mau menanda 
tangani, penyidik membuat catatan tentang itu serta 
menyebut alasannya; 
(4) Turunan berita acara disampaikan kepada pemilik 
atau penguin rumah yang bersangkutan; 
Misal : tersangka digeledah dan ditangkap dalam 
sebuah hotel, maka turunan berita acara 
penggeledahan disampaikan kepada pemilik hotel. 
c) Kewajiban Penyidik Segera Melapor 
(1) Melaporkan penggeledahan yang telah dilakukan 
kepada Ketua Pengadilan Negeri dan  
(2) Sekaligus dalam laporan itu penyidik meminta 
“persetujuan” Ketua Pengadilan Negeri atas 
penggeledahan yang telah dilakukan dalam 
keadaan yang sangat perlu dan mendesak. 
b. Penggeledahan Badan dan atau Pakaian 
Penjelasan Pasal 37 KUHAP menjelaskan bahwa 
penggeledahan badan meliputi pemeriksaan rongga badan, 
yang wanita dilakukan pejabat wanita. Apabila penyidik 
berpendapat perlu dilakukan pemeriksaan rongga badan, 
penyidik minta bantuan kepada pejabat kesehatan. 
Penggeledahan badan  dan atau pakaian adalah tindakan 
penyidik untuk mengadakan pemeriksaan badan dan pakaian 
tersangka untuk mencari benda yang di duga keras ada pada 
badannya atau dibawanya serta, untuk disita.  
Dari ketentuan dan penjelasan di atas dapat 
dikemukakan hal-hal sebagai berikut : 
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1) Penyidik berhak atau berwenang melakukan 
penggeledahan badan dan atau pakaian  seorang tersangka 
karena diduga keras pada badannya dan atau pakaiannya 
ada atau membawa suatu benda yang mempunyai 
hubungan dengan tindak pidana yang dilakukannya. 
2) Dengan demikian tujuan penggeledahan badan dan atau 
pakaian adalah pemeriksaan badan dan atau pakaian 
tersangka untuk mencari dan menemukan benda yang ada 
hubungannya dengan tindak pidana yang dilakukan 
tersangka. 
3) Setelah barang yang dicari ditemukan, barang disita oleh 
penyidik. 
Pemeriksaan penggeledahan badan dan atau pakaian  
adalah suatu pemeriksaan yang langsung mengenai manusia 
atau tubuh manusia itu sendiri. Bahkan bukan hanya 
menyangkut tubuh kasarnya saja, tapi sekaligus menyangkut 
jiwa dan hati nurani orang yang digeledah. Oleh karena itu 
pada pemeriksaan pengggeledahan badan dan atau pakaian, 
terutama berkenaan dengan pemeriksaan bagian rongga badan 
adalah sangat menyinggung perasaan dan kehormatan harga 
diri yang diperiksa. 
Khusus pemeriksaan penggeledahan badan dan rongga 
badan kaum wanita, dekat sekali hubungannya dengan 
masalah kesusilaan, adat istiadat dan rasa keagamaan. Bisa 
saja itikad baik petugas pemeriksa dituduh melakukan 
pelanggaran susila dan penghinaan bagi wanita yang 
diperiksanya. Untuk itu petugas harus berhati-hati sekali agar 
tidak menjurus pada pelanggaran harkat, martabat dan 
menyinggung perasaan susila dan kehormatan harga diri. Dan 
sebaiknya dilakukan dengan dihadiri oleh 2 orang saksi atau 
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seorang saksi dari kalangan keluarga orang yang hendak 
digeledah. (M. Yahya Harahap, 2002 : 261) 
 
Ketentuan dan tata cara penggeledahan badan atau 
pakaian adalah sebagai berikut:  
a) Penggeledahan badan dan atau pakaian tersangka sedapat 
mungkin dilakukan ditempat yang tertutup; 
b) Penyidik  menanyakan identitas tersangka; 
c) Memerintahkan kepada yang akan digeledah untuk 
menanggalkan seluruh pakain kecuali pakaian dalam; 
d) Untuk kepentingan keamanan, kepada orang yang akan 
digeledah badan dan atau pakaiannya diperintahkan terlebih 
dahulu mengambil posisi sedemikian rupa sehingga tidak 
memungkinkan untuk mengadakan perlawanan; 
e) Penggeledahan badan dan atau pakaian  harus dilakukan 
seteliti mungkin mulai dari atas sampai kebawah dengan 
mengindahkan norma-norma kesusilaan dan kesopanan; 
f) Penggeledahan badan dan atau pakaian  tersebut hendaknya 
dilakukan oleh dua orang atau lebih dimana yang seorang 
melakukan penggeledahan sedangkan yang lainnya 
mengawasi; 
g) Penggeledahan badan dan atau pakaian seorang wanita 
sedapat mungkin dilakukan oleh Polwan. Dalam hal tidak 
ada Polwan pelaksanaannya dibantu oleh karyawan sipil 
wanita Polri atau anggota Bhayangkari dihadapan penyidik 
atau penyidik pembantu yang bersangkutan; 
h)  Penggeledahan badan dan atau pakaian apabila diperlukan 
dilakukan dengan cara menanggalkan semua pakaian yang 
dikenakan sehingga dengan demikian dapat diperiksa 
bagian-bagian badan dan atau pakaiannya yang diduga ada 
hubungannya dengan tindak pidana 
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i) Untuk melakukan penggeledahan rongga badan agar 
meminta bantuan kepada pejabat kesehatan; 
j) Wajib membuat berita acara penggeledahan 
 
4.  Larangan Memasuki Tempat Tertentu 
Ditinjau dari segi moral adat, istiadat dan agama, suatu 
masyarakat memberi penghormatan tertentu terhadap beberapa 
tempat. Suatu tempat yang diistimewakan masyarakat, dengan 
sendirinya menuntut perlakuan khusus yang perlu dijaga 
kesuciannya. 
Pembuat undang-undang yang memberi penghormatan 
yang tinggi dan mulia terhadap beberapa tempat tertentu. Selama 
dalam tempat tertentu sedang berlangsung upacara peribadatan, 
undang-undang melarang penyidik memasuki dan melakukan 
penggeledahan didalamnya, kecualinya dalam hal “tertangkap 
tangan” 
Pasal 35 KUHAP mengatur : 
a. Ruang di mana “sedang berlangsung sidang” Majelis 
Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, atau 
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. 
b. Tempat dimana sedang berlangsung ibadah atau upacara 
keagamaan. 
c. Ruang di mana sedang berlangsung sidang pengadilan. 
Ketiga tempat ini dilarang undang-undang dimasuki oleh 
penyidik pada saat-saat tertentu yaitu selama dalam tempat itu 
sedang berlangsung acara kegiatan sesuai dengan fungsi gedung 
dan tempat yang bersangkutan. Jika yang sedang berlangsung 
adalah kegiatan / acara “di luar fungsi” dan tugas badan dan 
tempat itu, tidak ada larangan bagi penyidik untuk memasukinya. 
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5.  Penggeledahan di Luar Daerah Hukum 
Apabila ditinjau dari segi efektivitas dan efisiensi kerja, 
maupun dari segi kesulitan pembiayaan dan lain-lain. Dari segi 
efektivitas dan efisiensi penyidik yang bersangkutan kurang 
memahami seluk beluk daerah lain tempat di mana penggeledahan 
dilakukan. Dan juga mengenai efisiensi, untuk apa harus buang 
tenaga, biaya, dan waktu jika penggeledahan dapat “dilimpahkan” 
atau “didelegasikan” kepada penyidik yang ada di daerah tersebut. 
Tapi bila kasus dianggap serius dan memperkirakan lebih 
besar manfaatnya, maka dia sendiri yang langsung melakukan 
penggeledahan.  
Oleh karena itu, ditinjau secara “kasuistis” atas dasar 
pertimbangan cara mana yang paling berfaedah menghadapi 
peristiwa ini, penyidik dapat memilih alternative yang dirumuskan 
Pasal 36 KUHAP : 
a. Penyidik Dapat Melakukan Sendiri Penggeledahan 
Sekalipun tindakan di luar wilayah hukum 
kekuasaannya, penggeledahan harus tetap mengikuti ketentuan 
yang digariskan dalam Pasal 33 KUHAP. Tata cara dan 
prosedur penggeledahan di luar daerah hukum, dimana 
penyidik melakukan penggeledahan di atur dalam Pasal 36 
KUHAP yang menggariskan bahwa : 
1) Surat izin penggeledahan harus dimintakan dari Ketua 
Pengadilan Negeri di tempat wilayah hukum kekuasaan 
penyidik yang bersangkutan. 
2) Dengan surat izin penggeledahan itu, penyidik melapor 
kepada Ketua Pengadilan Negeri di daerah tempat di mana 
penggeledahan akan dilaksanakan. 
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3) Dalam pelaksanaan penggeledahan didampingi oleh 
penyidik dari daerah hukum di mana penggeledahan itu 
dilakukan. 
Tetapi apabila penggeledahan dilakukan dalam 
keadaan yang sangat mendesak, penyidik tidak diwajibkan 
melapor dan memberitahu Ketua Pengadilkan Negeri di daerah 
hukum di mana penggeledahan dilakukan serta tidak perlu 
didampingi oleh penyidik dari daerah hukum dimana 
penggeledahan dilakukan. Sedangkan pelaporan serta 
pemberitahuan kepada Ketua Pengadilan Negeri yang 
bersangkutan baru disampaikan setelah penggeledahan selesai. 
b. Penggeledahan Didelegasikan 
Penyidik tidak langsung datang melakukan 
penggeledahan di luar daerahnya sendiri, tapi minta bantuan 
penyidik di daerah mana penggeledahan dilakukan. Maka 
penyidik yang bersangkutan mengirimkan surat permintaan 
bantuan sekaligus “surat izin” penggeledahan Ketua 
Pengadilan Negeri setempat. Berdasarkan surat izin itu 
penyidik diminta bantuan memberitahukan penggeledahan 
kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat di mana 
penggeledahan kepada Ketua Pengadilan Negeri. 
Penyidik yang dimintai bantuan harus mengeluarkan 
perintah tertulis penggeledahan, maupun pengadaan saksi-
saksi yang menghadiri penggeledahan. Dan juga pembuatan 
berita acara, diselesaikan penyidik yang dimintai bantuan 
selambat-lambatnya “2 hari” serta menyampaikan turunan 
berita acara tersebut pada penghuni rumah yang digeledah. 
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Setelah semua selesai dilakukan oleh penyidik yang 
dimintai bantuan, segera mungkin hasil dan berita acara 
disampaikan kepada penyidik yang mendelegasikan. Bila 
dalam penggeledahan tersangka ditangkap sesuai dengan 
maksud dan izin penggeledahan yang dikeluarkan pengadilan, 
tersangka segera diantar ke tempat penyidik yang 
bersangkutan atau memberitahukan agar tersangka yang 
ditangkap segera diambil untuk dibawa ke tempat penyidik 
yang minta bantuan (yang mendelegasikan). (M. Yahya 
Harahap, 2002 : 260) 
 
B. Tinjauan Tentang  Narkotika 
1. Pengertian Narkotika 
Secara umum yang dimaksud dengan narkotika adalah 
sejenis zat yang bila digunakan (dimasukkan dalam tubuh) akan 
membawa pengaruh terhadap tubuh sipemakai. Pengaruh tersebut 
berupa mempengaruhi kesadaran, memberi dorongan yang dapat 
berpengaruh terhadap perilaku manusia yang dapat berupa 
penenang, perangsang dan menimbulkan halusinasi.(Djoko 
Prakoso dkk, 1987: 479,480 ) 
Menurut Sudarto didalam bukunya ”Kapita Selekta Hukum 
Pidana” mengatakan bahwa: 
Perkataan narkotika berasal dariperkataan Yunani ”narke” 
yang berarti terbius sehingga tidak merasakan apa-apa. Maka 
narkotika dapat disamakan artinya dengan obat bius. 
Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 Pasal 1 
ayat 1, yang dimaksud dengan  Narkotika adalah zat atau obat yang 
berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun 
semisintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan 
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kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa 
nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan 
kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-
undang ini atau yang kemudian ditetapkan dengan Keputusan 
Menteri Kesehatan. 
Dari beberapa definisi diatas dapat ditarik kesimpulan 
yaitu: 
a. Bahwa narkotika itu ada 2 macam yaitu narkotika alam dan 
narkotika sintetis. Yang termasuk narkotika alam ialah berbagai 
jenis candu, morphine, heroin, ganja, codein, kokain. Narkotika 
alam termasuk juga dalam pengertian narkotika yang sempit. 
Narkotika sintetis yang termasuk pengertian luas ialah semua 
jenis atau zat-zat yang tergolong dalam tiga jenis obat yaitu 
Hellucinogen, Depresant, dan Stimulant. 
b. Bahwa narkotika itu bekerja mempengaruhi susunan syaraf 
sentral yang akibatnya dapat menimbulkan ketidaksadaran atau 
pembiusan dan berbahaya bila disalahgunakan. 
c. Bahwa narkotika dalam pengertian ini adalah mencakup obat-
obat bius, obat-obat berbahaya, atau narkotika. 
Selanjutnya kegunaan narkotika adalah untuk 
mengembangkan ilmu pengetahuan, terutama ilmu kedokteran dan 
farmasi.  
2. Macam-macam Narkotika 
Narkotika dibedakan kedalam tiga golongan,yaitu: 
a) Narkotika Golongan I 
Adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan 
pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam 
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terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan 
ketergantungan. 
b) Narkotika Golongan II 
Adalah narkotika yang berkhasiat pengobatan, digunakan 
sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi dan 
atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta 
mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan. 
c) Narkotika Golongan III 
Adalah narkotika yang berkhasiat pengobatan dan banyak 
digunakan dalam terapi dan atau tujuan pengembangan ilmu 
pengetahuan serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan 
ketergantungan. 
Dalam penulisan hukum ini, penulis hanya menyebutkan 
beberapa jenis narkotika dari Golongan I yang sering menjadi 
objek tindak pidana penyalahgunaan narkotika, yaitu antara lain: 
a. OPIUM 
Nama lain opium madat, tumbuh-tumbuhannya disebut papaver 
Somiferum, yang digunakan ialah getah dari buahnya yang 
hampir masak dengan cara disadap. Getah yang mengering 
diambil kemudian diolah menjadi candu-candu mentah yang 
kemudian dibersihkan, diolah jadi candu. Candu masak (opium). 
Candu mentah yang diolah secara kimiawi akan terisolasi zat 
utama yang berkhasiat narkotika yaitu morphine. Morphine 
adalah salah satu alkoloid yang terdapat  pada candu mentah, 
yang seluruhnya berjumlah kurang lebih 29 alkoloid. Morphine 
sebagai bahan baku diperoleh daripadanya beberapa jenis zat 
yang bersifat narkotika melalui proses kimiawi, diantaranya yang 
terkenal ialah heroin dan codein, codein juga terdapat pada candu 
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mentah tetapi pada umumnya dibuat dari morphine dengan cara 
kimiawi. 
b. COCA 
   Nama lain Erythosylon coca, bagian yang digunakan ialah 
daunnya, yang mengandung khasiat narkotis, dipetik dan 
dikeringkan, kemudian diolah dengan bahan-bahan kimia, zat 
yang berkhasiat narkotis ini disebut cocaine. Cocaine adalah 
bubur kristal yang berwarna putih, kadang-kadang kristalnya 
agak besar seperti butir-butir. Rasanya agak sedikit pahit, kalau 
dicicipi pada lidah maka lidah atau bibir yang terkena cocaine 
sedikit berat atau menebal (seperti tidak terasa). 
c. LSD (Lyeergic Acid Diethylamid) 
Yaitu suatu obat termasuk golongan Halucinogen, obat ini dapat 
menyebabkan seseorang mendapat halusinasi, yaitu keadaan 
dimana terdapat kesalahan dalam persepsi, sehingga hal-hal yang 
sebenarnya tidak ada seakan-akan tampak dialami. Dengan 
adanya halusinasi maka dilihatnya bayangan-bayangan yang 
berputar balik serta dapat mengakibatkan dimana semua hal tadi 
seolah-olah benar-benar ada. LSD berbentuk cairan tak berwarna, 
tak berbau dan tidak ada rasanya, atau berbentuk tablet dengan 
bermacam-macam warna. Ada juga yang dengan cara 
disuntikkan kedalam pembuluh darah balik. Ia mempunyai arti, 
hanya masih dalam taraf percobaan dan dibawah pengawasan 
medis yang ketat, dan hasil percobaan tersebut belum dapat 
diramalkan. LSD merupakan Hallucinogen yang kuat, pengaruh 
psikis yang terjadi sangat parah sehingga membawa perbuatan 
menghancurkan dirinya, misalnya membunuh diri dengan 





Nama lain ganja Gannasibis Sativa, Mariyuana atau Indianhemp, 
yang digunakan ialah daun dan ujung-ujung tangkainya yang 
sedang bergabung. Saat panen yang paling baik yaitu kadar 
rasanya paling besar ialah pada waktu bunga mulai mekar. Pada 
umumnya ganja dipanen sesudah berbuah. Daun terutama daun 
dan bunga atau buah yang ada pada ujung tangkai dipetik, lalu 
dikeringkan seperti mengeringkan tembakau. Dari penyulingan 
menghasilkan getah ganja yang disebut dengan Hashish, Bhong, 
dan Charas, untuk campuran.  
3. Penyalahgunaan Narkotika 
 Yang  dimaksud dengan penyalahgunaan narkotika dan 
jenis obat-obat berbahaya lainnya ialah; 
a. Secara terus menerus atau berkesinambungan 
b. Sekali-kali (kadang-kadang) 
c. Secara berlebihan 
d. Tidak menurut petunjuk dokter (non medik) 
 Penyalahgunaan pemakaian narkotika dapat berakibat fatal 
dan menyebabkan yang bersangkutan menjadi tergantung pada 
narkotika. Dengan demikian ia akan berusaha agar senantiasa 
memperoleh narkotika itu dengan cara bagaimanapun juga dengan 
tidak mengindahkan lagi norma-norma sosial, agama maupun 
hukum yang berlaku oleh karena itu tidaklah mustahil kalau 
penyalahgunaan narkotika adalah merupakan salah satu sarana 
dalam rangka kegiatan subversi. 
 Obat atau zat berbahaya lainnya adalah zat kimia yang 
mengubah reaksi tingkah laku seseorang terhadap lingkungannya. 
Obat atau zat yang berada diluar kelompok narkotika meskipun 
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mempunyai struktur kimia dan efek yang berbeda dengan narkotika 
cenderung pula disalahgunakan. Jika disalahgunaka akan 
menimbulkan akibat yang berbahaya bagi kesehatan dan 
keselamatan jiwa yang bersangkutan. Obat atau zat yang berbahaya 
itu umumnya adalah merupakan produk dari industri obat dan 
laboratorium, jadi bukan alamiah. 
 Ditinjau dari efek yang ditimbulkan obat atau zat berbahaya 
dapat dibagi dalam tiga bagian yaitu Depressant, Stimulant, 
Hallucinogen. Depressant yang mempunyai efek sebagai obat 
penenang atas obat tidur dan stimulant sebagai obat perangsang 
mempunyai kegunaannya untuk tujuan pengobatan. Tetapi 
hallucinogen adalah zat yang mengacaukan daya pikir dan logika, 
praktis tidak ada manfaatnya untuk tujuan pengobatan, kecuali 
Phencyclidine untuk pembiusan hewan.     
 Bahaya dan akibat narkotika jika disalahgunakan dapat 
bersifat bahaya pribadi dan sosial. Bahaya narkotika yang bersifat 
pribadi dapat menimbulkan pengaruh dan efek-efek terhadap tubuh 
sipemakai dengan gejala sebagai berikut: 
a) Euphoris: suatu rangsangan kegembiraan yang tidak sesuai 
dengan kenyataan dan kondisi badan sipemakai. 
b) Dellirium: suatu keadaan dimana pemakai narkotika 
mengalami penurunan kesadaran dan timbulnya kegelisahan 
yang dapat menimbulkan gangguan terhadap gerakan anggota 
tubuh sipemakai.  
c) Hallusinasi: suatu keadaan dimana sipemakai narkotika 
mengalami ”khayalan” seperti melihat, mendengar yang tidak 
ada kenyataannya. 




e) Drowsiness: kesadaran merosot seperti orang mabuk, kacau 
ingatan, mengantuk. 
f) Koma: keadaan sipemakai narkotika sampai pada puncak 
kemerosotan yang akhirnya dapat membawa kematian. 
 Bahaya penyalahgunaan narkotika terhadap masyarakat 
(sosial) yaitu sebagaimana diketahui bahwa orang-orang yang 
kecanduan narkotika disaat ketagihan mengalami penderitaan yang 
hebat yang harus dipenuhi dengan cara bagaimanapun juga. Bagi 
orang yang berpenghasilan rendah maka korban narkotika itu akan 
terpaksa melakukan berbagai tindakan kriminal, sehingga dalam 
hal ini akan mengganggu ketenteraman masyarakat.  
4. Masalah Ganja di Indonesia 
 Di Indonesia di samping penyalahgunaan narkotika dan 
obat berbahaya lainnya maka ganja adalah jenis yang paling 
populer dan banyak digunakan oleh kaum remaja. Daun ganja yang 
dikeringkan dan kemudian diolah berbentuk seperti tembakau dan 
pemakaiannya sebagai rokok ataupun dicampur dengan tembakau 
untuk dihisap sebagai rokok. Yang dirasakan orang yang sudah 
biasa menghisap ganja dalam jumlah cukup biasanya: 
a. Biasanya akan merasa gembira dan santai 
b. Denyut jantung dan denyut nadi bertambah cepat  
c. Mata menjadi merah 
d. Rasa kering dimulut dan tenggorokan  
e. Suhu badan sedikit naik 
f. Kadang-kadang nafsu makan bertambahs 
5. Aspek-Aspek Penggunaan Narkotika 
 Ada beberapa alasan penyebab seseorang itu mulai atau 
meneruskan pemakaian narkotika yaitu karena didorong oleh rasa 
ingin tahu dan iseng, agar supaya diterima dikalangan tertentu, 
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untuk melepaskan diri dari kesepian dan memperoleh pengalaman 
emosional, untuk mengisi kekosongan dan perasaan bosan karena 
kurang kesibukan, untuk menghilangkan rasa frustasi dan 
kegelisahan disebabkan suatu problema yang tidak bisa diatasi dan 
jalan pikiran yang buntu., untuk menentang atau melawan sesuatu 
otoritas.( Djoko Prakoso dkk, 1987: 492,493). 
 Adapun faktor utama yang mempengaruhi penyalahgunaan 
narkotika adalah  
a. Pemakaian untuk tujuan coba-coba 
Mencoba obat untuk sekali atau beberapa kali setelah itu 
menghentikan sama sekali (jadi disini hanya ingin tahu saja). 
b. Pemakaian untuk iseng 
Disini yang dimaksud adalah pemakaian obat secara terputus-
putus tanpa menimbulkan ketergantungan baik secara kejiwaan 
maupun jasmaniah. 
c. Pemakaian karena ketergantungan 
Pemakaian obat disini untuk memperoleh kembali pengaruh 
obat yang bersangkutan atau untuk menyembuhkan rentetan 
gangguan jasmaniah karena kompleks gejala akibat pantang. 
 
 Penggunaan narkotika adalah penggunaan secara tidak 
benar ialah untuk menikmati yang tidak sesuai dengan pola 
kebudayaan yang normal. Penggunaan secara berkali-kali 
narkotika membuat seseorang dalam keadaan tergantung pada 
narkotika . 
 Salah satu akibat penggunaan narkotika ialah timbulnya 
suatu keadaan lupa pada sipemakai, sehingga ia dapat melepaskan 
diri dari suatu situasi konflik. Ia melarikan diri dari situasi yang 
tidak dapat ia atasi, akan tetapi sebab dari kesulitan ini sendiri tidak 
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dapat ia hilangkan, persoalannya tetap menjadi persoalan yang  
tidak terpecahkan. Penggunaan narkotika itu kerapkali 
mempertahankan ketegangan antara orang itu dengan masyarakat 
sekitarnya, karena ia makin tidak dapat menyesuaikan diri dengan 
sekitarnya, sehingga makin besar dirasakan kesulitannya itu dan 
dengan demikian semakin besar pula rasa kebutuhannya akan 
narkotika. Itulah yang dimaksud ketergantungan psikis. 
 Penggunaan narkotika selama beberapa waktu 
menimbulkan berkurangnya kepekaan terhadap bahan itu, badan 
menjadi terbiasa sehingga sampai pada tingkat kekebalan atau 
toterance. Misalnya dalam penggunaan morfin, dosis yang 
digunakan itu makin lama harus makin banyak untuk mencapai 
efek yang dikehendaki. Akhirnya efek itu tidak tercapai meskipun 
dosispun ditambah terus. Sebaliknya kalau penggunaannya itu 
dihentikan sama sekali maka terjadilah malapetaka yang 
berlangsung lama dan apabila tidak ditolong oleh dokter dapat 
mendatangkan kematian. Itulah yang disebut ketergantungan fisik 
6. Hubungan Penyalahgunaan Narkotika Dengan Kriminalitas 
Didorong kebutuhan uang yang banyak untuk membeli 
bahan narkotika dan cara yang paling gampang untuk mendapatkan 
uang adalah dengan cara melakukan kejahatan. Seorang pecandu 
apabila sudah merasa kejangkitan penyakit, maka ia akan 
melakukan tindakan apapun, misalnya menipu, mencuri, 
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Jika terjadi suatu tindak pidana, maka langkah pertama yang 
dilakukan aparat penegak hukum yaitu melakukan penyelidikan. 
Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan 
menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna 
menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang 
diatur dalam undang-undang. Setelah dilakukan penyelidikan, langkah 
berikutnya dilanjutkan dengan melakukan penyidikan. Penyidikan adalah 
serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur 
dalam undang-undang, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang 
dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan 
guna menemukan tersangkanya.  
Untuk kepentingan penyidikan tindak pidana perlu dilakukan 
tindakan penggeledahan. Penggeledahan dapat dilakukan terhadap rumah, 
badan dan atau pakaian serta  penggeledahan alat angkutan darat, laut dan 
udara.  Penggeledahan rumah dibedakan menjadi dua yaitu penggeledahan 
rumah dalam keadaan mendesak dan penggeledahan rumah dalam keadaan 
biasa. 
Penggeledahan rumah dalam keadaan mendesak dapat dilakukan 
tanpa surat ijin Ketua Pengadilan Negeri setempat, tetapi setelah 
penggeledahan selesai dilakukan sesegera mungkin melaporkan kepada 
Ketua Pengadilan Negeri dan minta surat persetujuan penggeledahan dari 
Ketua Pengadilan Negeri setempat. Penggeledahan rumah dalam keadaan 
biasa harus lebih dahulu minta surat ijin penggeledahan dari Ketua 
Pengadilan Negeri setempat, apabila tersangka menyetujui rumahnya 
digeledah maka harus disaksikan oleh dua orang saksi. Apabila tersangka 
tidak menyetujui rumahnya digeledah maka pelaksanaan penggeledahan 
harus disaksikan oleh Kepala Desa atau Ketua RT dan dua orang saksi. 
Setelah penggeledahan selesai dilaksanakan, maka penyidik dalam waktu 
dua hari harus membuat Berita Acara Penggeledahan.  




HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
 
A. Pelaksanaan Penggeledahan Rumah Tempat Kediaman Oleh 
Kepolisian Resor Sukoharjo 
Penulis mengambil lokasi penelitian di Kepolisian Resor 
Sukoharjo, pada  Satuan Reserse dan Kriminal khususnya di unit Narkotika. 
Diwilayah hukum Polres Sukoharjo, khususnya di unit Narkotika selama 
bulan November 2007 telah terjadi 6 kali tindak pidana penyalahgunaan 
narkotika. Dari beberapa kasus yang ada penulis mengambil salah satu 
diantaranya yaitu penggeledahan tempat kediaman dalam kasus 
penyalahgunaan narkotika Golongan I dengan tersangka Siswanto Als Becus 
Bin Tugiman yang terjadi pada tanggal 28 November 2007. 
Adapun kasus posisinya adalah sebagai berikut : 
Berdasarkan Laporan Polisi Nomor:LP/A/53/XI/2007/Reskrim 
bahwa pada tanggal 28 November 2007 Pukul 01.00 WIB di Kampung 
Somodinalan Rt 03/ III Kelurahan Ngadirejo, Kecamatan Kartosuro, 
Kabupaten Sukoharjo. Telah terjadi perkara secara tanpa hak dan melawan 
hukum telah memiliki, menyimpan untuk memiliki atau untuk persediaan 
serta menguasai Narkotika golongan 1 jenis ganja dan atau menggunakan 
narkotika golongan 1 jenis ganja untuk diri sendiri. Kasus tersebut 
dilaporkan pada hari Rabu 28 November 2007 pukul 01.30 WIB. 
I. PERKARA 
Tindak pidana secara tanpa hak dan melawan hukum telah memiliki, 
menyimpan untuk memiliki atau untuk persediaan serta menguasai 
Narkotika Gol. I jenis Ganja dan atau menggunakan Narkotika Gol. I jenis 
Ganja bagi diri sendiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (1) 




pada hari Rabu tanggal 28 Nopember 2007 sekitar pukul 01.00 WIB. Di 
Kp.Somodinalan Rt 3/III, Kel. Ngadirejo, Kec. Kartasura, Kab. Sukoharjo 
yang telah dilakukan Tersangka SISWANTO Alias BECUS Bin 
TUGIMAN, tempat/tgl lahir Surakarta, 12 April 1981, agama Islam, 
pekerjaan swasta (tukang parkir), tempat tinggal Kp. Somodinalan Rt3/III, 
Kel. Ngadirejo, Kec. Kartasura, Kab. Sukoharjo.  
II. FAKTA-FAKTA 
1. Penanganan TKP 
Tindakan pertama di tempat kejadian perkara berupa mendatangi 
TKP,melakukan penggeledahan, serta mencari saksi-saksi yang 
melihat dan mengetahui secara langsung. 
2. Pemanggilan 
a. Tanpa Surat Panggilan telah dilakukan Pemeriksaan terhadap saksi 
nama SRI YUDO PRATIKNYO AW yang beralamat di Aspol 
Polres Sukoharjo, pada tanggal 28 Nopember 2007 telah dibuatkan 
berita acara pemeriksaan. 
b. Tanpa Surat Panggilan telah dilakukan pemeriksaan terhadap saksi 
nama MUHAMMAD FIRDAUS, SH. yang beralamat di Aspol 
Polres Sukoharjo, pada tanggal 28 Nopember 2007 telah dibuatkan 
berita acara pemeriksaan. 
c. Tanpa surat panggilan dilakukan pemeriksaan terhadap saksi 
BAMBANG SUTOMO yang beralamat di Dk. Tawangharjo 
Rt1/VIII, Jono, Tawangharjo, Kartasura, Sukoharjo tanggal 30 
Nopember 2007 telah dibuatkan berita acara pemeriksaan. 
d. Dengan surat panggilan telah dilakukan pemeriksaan terhadap 
saksi nama H. SUKIMAN HADI PRANOTO yang beralamat di 
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Kp. Somodinalan Rt3/III, Ngadirejo, Kartasura, Sukoharjo, pada 
tanggal 30 Nopember 2007 telah dibuatkan berita acara 
pemeriksaan 
e. Tanpa  surat panggilan dilakukan pemeriksaan terhadap saksi 
LILIK SETYO PURWOKO Bin AMIR FATAH yang beralamat di 
Tegalsono Mulyo Rt3/II, Kranggan, Polanharjo, Klaten tanggal 29 
Nopember 2007 telah dibuatkan berita acara pemeriksaan. 
f. Tanpa surat panggilan telah dilakukan pemeriksaan terhadap saksi 
nama STEVANUS EDWARD SUMANTO yang beralamat di 
Wisma Seroja gang Menco no.28 Kel Gonilan, Kec Kartasura. 
Kab, Sukoharjo, pada tanggal 29 Nopember 2007 telah dibuatkan 
berita acara pemeriksaan. 
3. Penangkapan 
Dengan Surat Perintah Penangkapan No.Pol: SP.Kap /184/ XI/ 2007/ 
Reskrim tanggal 27 Nopember 2007 telah dilakukan penangkapan 
terhadap tersangka An. SISWANTO Alias BECUS Bin TUGIMAN, 
tempat/tgl lahir Surakarta, 12 April 1981, agama Islam, pekerjaan 
swasta (tukang parkir), tempat tinggal Kp. Somodinalan Rt3/III, Kel. 
Ngadirejo, Kec. Kartasura, Kab. Sukoharjo.  
4. Penahanan 
Dengan Surat Perintah Penahanan No. Pol:Sp. Han /336/ XI/ 2007/ 
Reskrim tanggal 29 Nopember 2007 telah dilakukan penahanan 
terhadap tersangka An. SISWANTO Alias BECUS Bin TUGIMAN, 
tempat/tgl lahir Surakarta, 12 April 1981, agama Islam, pekerjaan 
swasta (tukang parkir), tempat tinggal Kp. Somodinalan Rt3/III, Kel. 




5. Keterangan Saksi-saksi 
Para saksi mengetahui secara langsung bahwa tersangka telah 
memiliki, menyimpan, dan atau memiliki serta menggunakan 
Narkotika Gol. I jenis Ganja. 
III. ANALISA YURIDIS 
Hasil pemeriksaan para saksi dan tersangka dengan dikuatkan 
dengan adanya test urine oleh tersangka dan dinyatakan hasil test tersebut 
positif, penyidik berpendapat bahwa terhadap tersangka dapat disangka telah 
melakukan tindak pidana secara tanpa hak dan melawan hukum memiliki, 
menyimpan untuk memiliki atau untuk persediaan atau menguasai Narkotika 
Gol. I bukan tanaman serta tanpa hak dan melawan hukum menggunakan 
Narkotika Gol. I bagi diri sendiri sebagai mana dimaksud dalam Pasal 78 
ayat (1) huruf b Yo Pasal 85 huruf a dari UURI No. 22 tahun 1997. 
Pasal 78 ayat 1 huruf b UURI No. 22 tahun 1997.  
a. Barang Siapa 
Dilakukan oleh orang yang bernama SISWANTO Als BECUS Bin 
TUGIMAN, lahir di Surakarta pada tanggal 12 April 1981 agama 
Islam, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan swasta, tempat tinggal 
Kp. Suropadan Rt3/VIII, Karangasem, Laweyan, Surakarta, alamat kos 
Kp. Somodinalan, Kel. Ngadirejo, Kec. Kartasura, Kab. Sukoharjo. 
Hal tersebut di dukung oleh keterangan saksi: 
1. Saksi  Sdr LILIK SETYO PURWOKO Bin AMIR FATAH 
menerangkan bahwa Sdr. SISWANTO  Als BECUS Bin 
TUGIMAN memiliki, menyimpan untuk dimilki atau untuk 
persediaan atau menguasai Narkotika Gol. I bukan tanaman karena 
telah membeli ganja ditempat STEVANUS EDWARD 
ERMANTO Als MEMET atas petunjuknya. 
2. Saksi sdr BAMBANG SUTOMO, menerangkan bahwa pada saat 
dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Sdr 
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SISWANTO Als BECUS Bin TUGIMAN telah diajak oleh 
petugas Polri dari Polres Sukoharjo untuk menjadi saksi dan 
melihat diketemukannya ganja beserta perlengkapannya dikamar 
kos oleh petugas dan diakui barang tersebut adalah milik Sdr 
SISWANTO Als BECUS Bin TUGIMAN.  
3. Saksi  H. SUKIMAN HADI PRANOTO, menerangkan bahwa 
pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Sdr 
SISWANTO Als BECUS Bin TUGIMAN diajak oleh petugas 
Polri dari Polres Sukoharjo untuk menjadi saksi dan melihat 
diketemukannya ganja beserta perlengkapannya dikamar kos oleh 
petugas dan diakui barang tersebut adalah milik Sdr SISWANTO 
Als BECUS Bin TUGIMAN.   
4. Saksi SRI YUDO PAW, menerangkan bahwa setelah mendapat 
informasi dari masyarakat bahwa Sdr SISWANTO Als BECUS 
Bin TUGIMAN sering menggunakan atau menghisap ganja 
kemudian langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan 
rumah kos Sdr SISWANTO Als BECUS Bin TUGIMAN dan 
berhasil menemukan ganja beserta perlengkapannya. 
5. Saksi M. FIRDAUS, SH menerangkan bahwa setelah mendapat 
informasi dari masyarakat bahwa Sdr SISWANTO Als BECUS 
Bin TUGIMAN sering menggunakan atau menghisap ganja 
kemudian langsung melakukan penagkapan dan penggeledahan 
rumah kos Sdr SISWANTO Als BECUS Bin TUGIMAN dan 
berhasil menemukan ganja beserta perlengkapannya. 
b. Tanpa Hak dan Melawan Hukum  
Setelah dilakukan penggeledahan terhadap rumah kos Tersangka Sdr. 
SISWANTO Als BECUS Bin TUGIMAN, lahir di Surakarta pada 
tanggal 12 April 1981 agama Islam, kewarganegaraan Indonesia, 
pekerjaan swasta, tempat tinggal Kp. Soropadan Rt3/VIII, 
Karangasem, Laweyan, Surakarta, alamat kos Kp. Somodinalan, Kel 
Ngadirejo, Kec. Kartasura, Kab. Sukoharjo telah ditemukan Narkotika 
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Gol. I jenis ganja dan ketika ditanyakan tidak bisa atau tidak 
mempunyai surat ijin resmi dari Menteri Kesehatan yang di atur dalam 
peraturan perundang-undangan yang berlaku. 
c. Memiliki, Menyimpan Untuk Dimiliki atau Untuk Persediaan atau 
Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman. 
Hal tersebut di dukung oleh keterangan saksi: 
1. Saksi Sdr LILIK SETYO PURWOKO Bin AMIR FATAH 
menerangkan bahwa Sdr SISWANTO Als BECUS Bin 
TUGIMAN memiliki, menyimpan dimiliki atau persediaan atau 
menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman karena membeli 
ganja ditempat STEVANUS EDWARD ERMANTO Als MEMET 
atas petunjuknya. 
2. Saksi Sdr BAMBANG SUTOMO, menerangkan pada saat 
dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Sdr 
SISWANTO Als BECUS Bin TUGIMAN telah diajak oleh 
petugas Polri dari Polres Sukoharjo untuk menjadi saksi dan 
melihat diketemukannya ganja beserta perlengkapannya dikamar 
kos oleh petugas dan diakui barang tersebut adalah milik Sdr 
SISWANTO Als BECUS Bin TUGIMAN. 
3. Saksi H. SUKIMAN HADI PRANOTO, menerangkan bahwa pada 
saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Sdr 
SISWANTO Als BECUS Bin TUGIMAN diajak oleh petugas  
Polri dari Polres Sukoharjo untuk menjadi saksi dan melihat 
diketemukannya ganja beserta perlengkapannya dikamar kos oleh 
petugas dan diakui barang tersebut adalah milik Sdr. SISWANTO 
Als BECUS Bin TUGIMAN. 
4. Saksi SRI YUDO PAW, menerangkan bahwa setelah mendapat 
informasi dari masyarakat bahwa Sdr SISWANTO Als BECUS 
Bin TUGIMAN sering menggunakan atau menghisap ganja 
kemudian langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan 
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rumah kos Sdr. SISWANTO Als BECUS Bun TUGIMAN dan 
berhasil menemukan ganja dan perlengkapannya. 
5. Saksi M. FIRDAUS, SH. Menerangkan bahwa setelah mendapat 
informasi dari masyarakat bahwa Sdr. SISWANTO Als BECUS 
Bin TUGIMAN sering menggunakan atau menghisap ganja 
kemudian langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan 
rumah kos Sdr. SISWANTO Als BECUS Bin TUGIMAN dan 
berhasil menemukan ganja beserta perlengkapannya. 
Pasal 85 huruf a UURI No. 22 tahun 1997  
a. Barang Siapa 
Dilakukan oleh orang yang bernama SISWANTO Als BECUS Bin 
TUGIMAN,lahir di Surakarta pada tanggal 12 April 1981 agama 
Islam, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan swasta, tempat tinggal 
Kp. Suropadan Rt3/VIII, Karangasem, Laweyan, Surakarta, alamat kos 
Kp. Somodinalan, Kel. Ngadirejo, Kec. Kartasura, Kab. Sukoharjo. 
Hal tersebut didukung oleh keterangan saksi: 
1. Saksi LILIK SETYO PURWOKO Bin AMIR FATAH 
menerangkan bahwa Sdr. SISWANTO Als BECUS Bin 
TUGIMAN membeli ganja ditempat STEVANUS EDWARD 
ERMANTO Als MEMET atas petunjuknya. 
2. Saksi Sdr. BAMBANG SUTOMO, menerangkan bahwa pada saat 
dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Sdr. 
SISWANTO Als BECUS Bin TUGIMAN diajak oleh petugas 
Polri dari Polres Sukoharjo untuk menjadi saksi dan melihat 
diketemukannya ganja beserta perlengkapannya dikamar kos oleh 
petugas dan diakui barang tersebut adalah milik Sdr. SISWANTO 
Als BECUS Bin TUGIMAN.  
3. Saksi  H. SUKIMAN HADI PRANOTO, menerangkan bahwa 
pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Sdr. 
SISWANTO Als BECUS Bin TUGIMAN diajak oleh petugas 
Polri dari Polres Sukoharjo untuk menjadi saksi dan melihat 
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diketemukannya ganja beserta perlengkapannya dikamar kos oleh 
petugas dan diakui barang tersebut adalah milik Sdr. SISWANTO 
Als BECUS Bin TUGIMAN. 
4. Saksi SRI YUDO PAW, menerangkan bahwa setelah mendapat 
informasi dari masyarakat bahwa Sdr. SISWANTO Als BECUS 
Bin TUGIMAN sering menggunakan atau menghisap ganja 
kemudian langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan 
rumah kos Sdr. SISWANTO Als BECUS Bin TUGIMAN dan 
berhasil menemukan ganja beserta perlengkapannya. 
5. Saksi M. FIRDAUS, SH. menerangkan bahwa setelah mendapat 
informasi dari masyarakat bahwa Sdr. SISWANTO Als BECUS 
Bin TUGIMAN sering menggunakan atau menghisap ganja 
kemudian langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan 
rumah kos Sdr. SISWANTO Als BECUS Bin TUGIMAN dan 
berhasil menemukan ganja beserta perlengkapannya. 
b. Tanpa Hak dan Melawan Hukum 
Setelah dilakukan pemeriksaan terhadap Sdr. SISWANTO Als BECUS 
Bin TUGIMAN, lahir di  Surakarta pada tanggal 12 April 1981 agama 
Islam, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan swasta, tempat tinggal 
Kp. SuropadanRt3/VIII, Karangasem, Laweyan, Surakarta, alamat kos 
Kp. Somodinalan, Kel. Ngadirejo, Kec. Kartasura, Kab. Sukoharjo 
pada waktu menggunakan narkotika golongan I jenis ganja, tidak bisa 
atau tidak mempunyai surat ijin resmi dari Menteri Kesehatan yang 
diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. 
c. Menggunakan Narkotika Golongan I Jenis Ganja Bagi Diri Sendiri 
Tersangka Sdr. SISWANTO Als BECUS  Bin TUGIMAN, lahir di 
Surakarta pada tanggal 12 April 1981, agama Islam, kewarganegaraan 
Indonesia, pekerjaan swasta, tempat tinggal Kp. Suropadan Rt3/VIII, 
Karangasem, Laweyan, Surakarta, alamat kos Kp. Somodinalan, Kel. 
Ngadirejo, Kec. Kartasura, Kab. Surakarta. Telah menggunakan atau 
mengkonsumsi narkotika golongan I jenis ganja. 
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Hal tersebut didukung dari hasil: 
1. Pemeriksaan urine dari DOKKES –POLWIL SURAKARTA 
tertanggal Desember 2007 dinyatakan positif telah mengkonsumsi 
narkotika golongan I jenis ganja (mariyuana/ 
Tetrahydrocannabinol) sesuai dengan BAP Psikotropika dan atau 
narkotika. 
2. Pemeriksaan dari Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 7091/ KNF/ 
XII/ 2007 tertanggal Desember 2007, diterangkan bahwa barang 
yang digunakan atau dikonsumsi oleh Sdr. SISWANTO Als 
BECUS Bin TUGIMAN adalah hal positif merupakan narkotika 
golongan I.  
IV.KESIMPULAN 
Berdasarkan keterangan diatas bahwa tersangka Sdr. 
SISWANTO Als BECUS Bin TUGIMAN, lahir di Surakarta pada 
tanggal 12 April 1981 agama Islam, kewarganegaraan Indonesia, 
pekerjaan swasta, tempat tinggal Kp. Soropadan Rt3/VIII, Karangasem, 
Laweyan, Surakarta, alamat kos Kp. Somodinalan, Kel Ngadirejo, Kec, 
Kartasura, Kab. Sukoharjo, tanpa hak dan melawan hukum telah 
memiliki, menyimpan untuk dimiliki, atau untuk persediaan serta 
menguasai Narkotika Gol. I. Jenis ganja dan atau menggunakan 
Narkotika Gol. I jenis ganja bagi diri sendiri dan diancam dengan pidana 
penjara paling lama 10 tahun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 
ayat (1) huruf b Yo Pasal 85 huruf a dari UURI No. 22 tahun 1997 yang 
di dapatkan dari STEVANUS EDWARD ERMANTO Als MEMET, 
lahir di Jakarta pada tanggal 13 Oktober 1979, umur 28 tahun, agama 
Islam, pekerjaan swasta, tempat tinggal domisili / kos wisma seroja gang 
menco No 28 Kel Gonilan, Kec Kartasura, Kabupaten Sukoharjo. Oleh 
karena itu, penyidik berpendapat bahwa perbuatan tersangka sudah 
memenuhi unsur-unsur delik yang tercantum dalam Pasal 78 ayat (1) 
huruf b Yo Pasal 85 huruf a dari UU RI No 22 Tahun 1997. 
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Dalam pelaksanaan tugasnya tim dari unit Narkotika memulai 
dari adanya laporan dari masyarakat dan atau temuan oleh anggota tim 
penyidik, dalam hal ini tim narkotika pada khususnya. Pada dasarnya 
penyebaran narkotika dan obat-obatan terlarang sangatlah rapi, terselubung 
dan merupakan rantai yang terputus. Sehingga dalam pelaksanaan tugasnya 
diperlukan kehati-hatian, kewaspadaan, kecermatan, karena yang 
diutamakan adalah mencari jalur peredaran dan para pihak yang 
menyebarkan. 
Tim narkotika dalam melaksanakan tugasnya,setelah menerima 
laporan dari masyarakat dan atau menemukan adanya penyalahgunaan 
narkotika, maka tim segera melakukan penyelidikan. Kemudian diusahakan 
supaya pelaku tertangkap tangan, sehingga dapat dilakukan upaya paksa 
terhadap pihak yang melawan hukum tersebut dan barang bukti dapat di 
peroleh. Upaya paksa yang dapat dilakukan adalah pemanggilan, 
penangkapan, penahanan, penyitaan, penggeledahan. Dalam mengungkap 
suatu kasus penyalahgunaan narkotika diperlukan kerjasama dari aparat 
penegak hukum dengan lembaga terkait lainnya.  
Apabila telah ditemukan seseorang yang tertangkap tangan 
sedang menyalahgunakan narkotika, maka orang tersebut akan ditetapkan 
sebagai tersangka. Setelah petugas mendapat surat perintah penyidikan dari 
Kepala Satuan Reserse Kriminal yang berisi tentang para pihak yang 
berwenang dalam menyidik perkara tersebut, maka tersangka dapat dibawa 
ke Departemen Kesehatan untuk dilakukan tes urine dan darah sebagai salah 
satu bukti. Pada umumnya dalam penanganan kasus narkotika harus ada 
kelengkapan antara saksi ahli, barang bukti, dan hasil labfor. 
Salah satu langkah yang digunakan oleh tim narkotika adalah 
undercover (penyamaran) hal ini dikarenakan adanya rasa enggan dari 
masyarakat untuk melaporkan adanya penyalahgunaan narkotika, terutama 
apabila mereka merasa mengenal pengguna. Supaya dapat dibawa kemeja 
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hijau, pihak yang menyalahgunakan narkotika diupayakan harus tertangkap 
tangan, karena pengajuannya berdasarkan adanya barang bukti yang dimiliki 
disimpan untuk dimiliki, atau bahkan menguasai  dengan tanpa hak dan 
melawan hukum oleh para pihak.   
Dalam kasus penyalahgunaan narkotika dengan tersangka 
Siswanto Als Becus Bin Tugiman, yang menjadi penyidik adalah  AIPTU 
Mardjo, AIPTU Susanto, Bripka Totok Sugiarto, dan Bripka Sriyadi. 
Pelaksanaan penggeledahan rumah dengan tersangka SISWANTO Als 
BECUS Bin TUGIMAN di saksikan oleh 2 orang saksi  yaitu H. Sukiman 
Hadi Pranoto, umur 55 tahun, pekerjaan PNS, tempat tinggal Kp. 
Somodinalan Rt03/III, Ngadirejo, Kartasura, Sukoharjo, dan Bambang 
Sutomo, umur 24 tahun, pekerjaan mahasiswa, tempat tinggal Kp. 
Tawangharjo Rt01/VIII, Jono, Tawangharjo, Grobogan. 
 Dalam kasus penyalahgunaan narkotika dengan tersangka 
SISWANTO Als BECUS Bin TUGIMAN ini karena alasan keadaan yang 
sangat mendesak dalam peristiwa: tanpa hak dan melawan hukum, memiliki, 
menyimpan untuk dimiliki atau untuk persediaan atau menguasai barang 
Narkotika Gol. I bukan tanaman serta tanpa hak dan melawan hukum 
menggunakan Narkotika Gol. I, penyidik telah melakukan penggeledahan 
rumah terlebih dahulu, belum minta ijin kepada Ketua Pengadilan Negeri 
Sukoharjo. 
 Baru setelah penggeledahan selesai dilakukan penyidik meminta 
ijin penggeledahan kepada Ketua Pengadilan Negeri Sukoharjo, dengan 
mengeluarkan Surat Permintaan Ijin Penggeledahan dengan No. Pol: B/ 32 
D/ XI/ 2007/ Reskrim, pada tanggal 28 Nopember 2007. Oleh ketua 
Pengadilan Negeri Sukoharjo mengeluarkan penetapan tentang persetujuan 
atas tindakan penggeledahan yang dilakukan oleh penyidik yang dituangkan 
dalam Surat PENETAPAN Nomor : 32/Pen.Pid/2007/PN.Skh, yang pada 
intinya berisi tentang persetujuan atas tindakan Penggeledahan Rumah milik 
tersangka SISWANTO Als BECUS Bin TUGIMAN di Kp. Somodinalan 
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Rt3/III, Kel. Ngadirejo, Kec. Kartasura, Kab. Sukoharjo yang dilakukan oleh 
penyidik: AIPTU SUSANTO seperti tersebut dalam Berita Acara 
Penggeledahan tanggal 28 Nopember 2007. 
 Setelah surat penetapan dari Ketua Pengadilan Negeri Sukoharjo 
keluar bagian Reserse dan Kriminal Polres Sukoharjo mengeluarkan 
SURAT PERINTAH PENGGELEDAHAN No Pol : 
SP.Dah/32/XI/2007/Reskrim kepada penyidik AIPTU Susanto dan Bripka 
Sriyadi untuk melakukan penggeledahan rumah kos dari saudara 
SISWANTO Als BECUS Bin TUGIMAN yang terletak di kp Somodinalan,  
Kel Ngadirejo, Kec Kartasura, Kab Sukoharjo. 
Pelaksanaan penggeledahan rumah tempat kediaman oleh 
penyidik dengan tersangka SISWANTO Als BECUS Bin TUGIMAN 
berdasarkan pada: 
1. Pasal dalam KUHAP 
a) Pasal 1 butir 17 KUHAP 
”Penggeledahan rumah adalah tindakan penyidik untuk memasuki 
rumah tempat tinggal dan tempat tertutup lainnya untuk melakukan 
tindakan pemeriksaan dan atau penyitaan dan atau penangkapan 
dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini”. 
Dalam kasus ini rumah yang digeledah adalah milik tersangka 
SISWANTO Als BECUS Bin TUGIMAN yang beralamat Kp. 
Somodinalan Rt03/III, Kel. Ngadirejo, Kec. Kartasura, Kab. 
Sukoharjo. 
b) Pasal Pasal 7 ayat 1huruf d KUHAP 
”Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan 
penyitaan”. 
Dalam kasus ini penyidik unit Narkotika melakukan penangkapan 
dan penahanan terhadap tersangka SISWANTO Als BECUS Bin 
TUGIMAN, melakukan penggeledahan rumah tersangka di Kp. 
Somodinalan Rt03/III, Kel. Ngadirejo, Kec. Kartasura, Kab. 
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Sukoharjo dan melakukan penyitaan terhadap barang bukti seperti 
yang tersebut dalam Berita Acara Penggeledahan. 
c) Pasal 11 KUHAP 
”Penyidik pembantu mempunyai wewenang seperti tersebut dalam 
Pasal 7 ayat 1, kecuali mengenai penahanan yang wajib diberikan 
dengan pelimpahan wewenang dari penyidik” 
Pelimpahan wewenang penahanan kepada penyidik pembantu hanya 
diberikan apabila perintah dari penyidik tidak dimungkinkan karena 
hal dan keadaan yang sangat diperlukan atau dimana terdapat 
hambatan perhubungan di daerah terpencil atau ditempat yang belum 
ada petugas penyidik dan atau dalam hal lain yang dapat di terima 
menurut kewajaran. 
d) Pasal 33 KUHAP  
Ayat 1 
”Dengan surat ijin Ketua Pengadilan Negeri setempat penyidik dapat 
mengadakan penggeledahan rumah yang diperlukan” 
Dalam kasus ini penyidik memperoleh surat ijin penggeledahan dari 
Ketua Pengadilan Negeri Sukoharjo dengan Nomor: 32/ Pen. Pid/ 
2007/ PN. Skh. 
Ayat 2 
”Dalam hal yang diperlukan atas perintah tertulis dari penyidik 
petugas kepolisian Negara Republik Indonesia dapat memasuki 
rumah”. 
Jika yang melakukan penggeledahan itu bukan penyidik sendiri, 
maka petugas kepolisian lainnya harus dapat menunjukkan selain 
surat ijin Ketua Pengadilan Negeri juga surat tertulis dari penyidik. 
Ayat 3 
”Setiap kali memasuki rumah harus disaksikan oleh 2 orang saksi 
dalam hal tersangka atau penghuninya menyetujuinya”. 
Dalam kasus ini yang menjadi saksi dalam penggeledahan yaitu H. 
Sukiman Hadi Pranoto, umur 55 tahun, pekerjaan PNS, alamat Kp. 
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Somodinalan Rt 03 / III Kelurahan  Ngadirejo, Kecamatan Kartasura, 
Kabupaten Sukoharjo dan Bambang Sutomo, umur 24 tahun 
pekerjaan mahasiswa, alamat Kp Tawangharjo, Rt 01/ VIII 
Kelurahan Jono, Kecamatan Tawangharjo, Kabupaten Grobogan. 
Ayat 4 
“Setiap kali memasuki rumah harus disaksikan oleh Kepala Desa 
atau Ketua Lingkungan dengan dua orang saksi, dalam hal tersangka 
atau penghuni menolak atau tidak hadir”. 
Dalam kasus ini tersangka Siswanto alias Becus bin Tugiman 
menyetujui penggeledahan, maka hanya disaksikan oleh dua orang 
saksi yaitu H. Sukiman Hadi Pranoto dan Bambang Sutomo. 
Ayat 5 
“Dalam waktu 2 hari setelah memasuki dan atau menggeledah 
rumah, harus dibuat suatu berita acara dan turunannya disampaikan 
kepada pemilik atau penghuni rumah yang bersangkutan”. 
Dalam kasus ini penyidik telah membuat berita acara penggeledahan. 
e) Pasal 125 KUHAP 
“Dalam hal penyidik melakukan penggeledahan rumah terlebih 
dahulu menunjukkan tanda pengenalnya kepada tersangka atau 
keluarganya, selanjutnya berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 33 dan Pasal 34”. 
Pasal ini untuk menghindari tindakan sewenang-wenang yang 
dilakukan terhadap seorang. 
f) Pasal 126 KUHAP 
Ayat 1  
“Penyidik membuat berita acara tentang jalannya dan hasil 
penggeledahan rumah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat 
5”. 






“Penyidik membacakan lebih dahulu berita acara tentang 
penggeledahan rumah kepada yang bersangkutan kemudian diberi 
tanggal dan ditandatangani oleh penyidik maupun tersangka atau 
keluarganya dan atau kepala Desa atau Ketua Lingkungan dengan 
dua orang saksi”. 
Penyidik telah membacakan berita acara penggeledahan kepada 
tersangka Siswanto alias Becus bin Tugiman dan menandatangani 
berita acara penggeledahan tersebut. 
Ayat 3 
“Dalam hal tersangka atau keluarganya tidak mau membubuhkan 
tanda tangannya, hal ini dicatat dalam berita acara dengan 
menyebutkan alasannya”. 
Dalam kasus ini tersangka Siswanto alias Becus bin Tugiman 
menandatangani sendiri berita acara penggeledahan. 
g)Pasal 127 KUHAP  
Ayat 1 
“Untuk keamanan dan ketertiban penggeledahan rumah, penyidik 
dapat mengadakan penjagaan atau penutupan tempat yang 
bersangkutan”. 
Ayat 2 
“Dalam hal ini penyidik berhak memerintahkan setiap orang yang 
dianggap perlu tidak meninggalkan tempat tersebut selama 
penggeledahan berlangsung”. 
Sebelum penggeledahan dilakukan harus dilakukan persiapan 
ditetapkan daerah tertentu yang terdiri dari rumah yang akan 
digeledah dan tanah sekitarnya dimana jika perlu orang-orang yang 
berada ditempat itu dilarang meninggalkan tempat selama 
penggeledahan  belum selesai. Untuk menjaga agar perintah itu 
ditaati biasanya diadakan penjagaan yang dilakukan oleh beberapa 
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orang terdiri dari Polisi negara dan atau polisi khusus yang 
didatangkan sebelumnya. 
2. Laporan Polisi No.Pol : LP / A / 53 / XI / 2007 / Reskrim pada tanggal 
27 November 2007 
3. Permintaan dari ……. 
4. Surat izin penggeledahan dari Ketua Pengadilan Negeri Sukoharjo 
Nomor : 32/ Pen. Pid/ 2007/ PN. Skh 
 
Penyidik setelah melakukan penggeledahan, membuat BERITA 
ACARA PENGGELEDAHAN Rumah tinggal / tempat tertutup lainnya, 
tepatnya pada tanggal 28 November 2007, yang secara garis besar uraian 
singkat jalannya penggeledahan adalah sebagai berikut: 
Setelah dilakukan pemeriksaan terhadap tersangka tentang kepemilikan 
narkotika golongan 1 bukan tanaman jenis ganja, tersangka memberikan 
keterangan bahwa ganja miliknya disimpan atau disembunyikan didalam 
rumah kos miliknya di Kp Somodinalan Rt 3/III Kel Ngadirejo, Kec 
Kartosuro, Kab Sukoharjo, kemudian melakukan penggeledahan di dalam 
rumah dengan seijin tersangka Sdr SISWANTO Als BECUS Bin 
TUGIMAN dan di dalam kos tersebut diketemukan 2 (dua) bungkus ganja, 1 
(satu) bungkus ranting ganja dan satu bungkus plastik kecil ganja yang 
sudah dicampur dengan tembakau, satu linting ganja siap hisap, satu buah 
ember plastik warna hitam, satu set alat penghisap sabu-sabu (bong), satu 
bik charge Hp di dalamnya terdapat dua lembar plastik bekas pembungkus 
sabu-sabu, tiga potongan selang plastik kecil, tiga buah pipet kemudian 
dilakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut untuk penyidikan lebih 
lanjut. 
Berdasarkan fakta-fakta diatas, penulis dapat menyimpulkan 
bahwa pelaksanaan penggeledahan rumah tempat kediaman tersangka 
SISWANTO Als BECUS Bin TUGIMAN oleh Unit Narkotika Polres 
Sukoharjo telah memenuhi ketentuan tatacara penggeledahan yang sesuai 
54 
 
dengan yang tercantum dalam KUHAP, khususnya dalam Pasal 33 dan Pasal 
34. 
   
B. HAMBATAN DAN UPAYA MENGATASI HAMBATAN DALAM 
PENGGELEDAHAN RUMAH KEDIAMAN  
1) Hambatan Dalam Penggeledahan Rumah Tempat Kediaman 
Dalam kasus penyalahgunaan narkotika golongan 1 dengan 
tersangka Siswanto alias Becus bin Tugiman dalam melaksanakan 
penggeledahan tempat kediaman, penyidik tidak mengalami hambatan,  
akan tetapi menurut Kanit Unit Narkotika Bapak Aiptu Marjo beserta 
anggotanya yaitu Bapak  Briptu Andi Prasetyo hambatan secara umum 
dalam pelaksanaan penggeledahan adalah sebagai berikut : 
a) Barang bukti disangkal oleh Tersangka atau penghuni rumah yang 
digeledah, tersangka kadang menutupi tempat menyimpan barang 
bukti. 
b)  Tersangka memberi kesan mempersulit jalannya penggeledahan, 
memberi keterangan yang tidak benar tentang keberadaan barang 
bukti. 
c) Penghuni rumah lainnya dalam hal ini keluarga tersangka tidak 
menyetujui  kalau rumahnya di geledah. 
d) Keluarnya Surat Ijin Ketua Pengadilan Negeri  memakan waktu. 
 
2) Upaya Mengatasi Hambatan Penggeledahan Rumah Tempat 
Kediaman 
a) Barang bukti  disangkal oleh pelaku, atau penghuni rumah yang di 
geledah. 
Penyidik harus melakukan pendekatan secara intensif agar pelaku mau 




b) Tersangka diberi tindakan tegas agar mau bekerja sama dalam 
pelaksanaan penggeledahan rumah  agar berjalan dengan lancar.  
c) Keluarga tersangka yang keberatan rumahnya digeledah harus diberi 
pengertian bahwa rumah kediamannya kemungkinan besar dijadikan 
tempat menyembunyikan Narkotika yang jelas-jelas merupakan tindak 
kejahatan, dan dapat dianggap melindungi kejahatan dimana tindakan 
tersebut dapat di pidana. Tetapi mau tidak mau penggeledahan harus 
tetap dilaksanakan demi lancarnya proses penyidikan. 
d) Apabila tidak ada waktu untuk menunggu keluarnya surat ijin dari 
Ketua Pengadilan Negeri dan dikhawatirkan apabila tidak segera 
dilakukan penggeledahan barang bukti akan hilang atau rusak maka 
dalam keadaan mendesak penyidik dapat melakukan penggeledahan 
tanpa surat ijin dari Ketua Pengadilan Negeri, baru setelah selesai 
melakukan penggeledahan sesegera mungkin meminta surat ijin 
penggeledahan dari Ketua Pengadilan Negeri. 
Penyidik dari unit narkotika Polres Sukoharjo dalam 
melaksanakan penggeledahan tempat kediaman dari tersangka Siswanto 
alias Becus bin Tugiman sudah sesuai dengan aturan normatifnya. Tujuan 
dari penggeledahan terhadap Tersangka adalah untuk mengumpulkan 
bukti tentang adanya tindak pidana penyalahgunaan Narkotika Golongan I 






Berdasarkan hasil penelitian di Reserse dan Kriminal Polres 
Sukoharjo, khususnya di unit Narkotika tentang penggeledahan tempat 
kediaman dalam perkara penyalahgunaan narkotika, maka penulis dapat 
menarik kesimpulan sebagai berikut : 
1. Pelaksanaan penggeledahan rumah tempat kediaman dengan tersangka 
Siswanto alias Becus bin Tugiman adalah sebagai berikut : 
a. Adanya surat tugas dalam kasus ini dibuktikan dengan adanya  
SURAT PERINTAH PENGGELEDAHAN No. Pol.: SP. Dah/ 32/ 
XI/ 2007/ Reskrim. 
b. Setiap penggeledahan rumah tempat kediaman harus ada 
pendamping. Didampingi 2 orang saksi apabila Tersangka atau 
penghuni rumah membolehkan dengan baik dalam arti rela dan 
setuju rumahnya dimasuki dan digeledah. Dalam penggeledahan 
rumah tempat kediaman dengan Tersangka Siswanto alias Becus bin 
Tugiman, jalannya penggeledahan disaksikan oleh dua orang saksi 
yaitu H. Sukiman Hadi Pranoto, dan Bambang Sutomo.  
c. Harus ada Surat Izin Penggeledahan dari Ketua Pengadilan Negeri 
setempat. Dalam kasus ini yang memberikan surat izin 
penggeledahan adalah Ketua Pengadilan Negeri Sukoharjo Nomor 
32/ Pen. Pid/ 2007/ PN. Skh. Tujuan keharusan adanya dari Ketua 
Pengadilan Negeri dalam tindakan penggeledahan rumah, 
dimaksudkan untuk “menjamin hak asasi” seseorang atas kediaman. 
Agar penggeledahan tidak merupakan upaya yang dengan gampang 
digunakan penyidik tanpa pembatasan dan pengawasan. 
d. Petugas kepolisian membawa dan memperlihatkan “surat tugas”, 
disamping ada surat izin penggeledahan dari Ketua Pengadilan 
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Negeri, petugas POLRI yang bertindak melakukan penggeledahan 
harus membawa dan memperlihatkan “surat tugas” kepada penghuni 
atau pemilik rumah yang hendak digeledah. Dalam kasus ini petugas 
membawa Surat Perintah Penggeledahan Nomor Polisi: SP. 
Dah/32/XI/2007/Reskrim. Ketentuan ini untuk menghindari terjadi 
penggeledahan yang berulang-ulang tanpa setahu pejabat penyidik, 
atau kalau penggeledahan dilakukan tanpa surat tugas, bisa saja 
orang yang tidak bertanggung jawab menyamar melakukan 
penggeledahan. 
e. Kewajiban membuat berita acara penggeledahan, dalam waktu dua 
hari atau paling lambat dalam tempo dua hari setelah memasuki 
rumah dan atau menggeledah rumah, harus dibuat berita acara yang 
memuat penjelasan tentang jalannya dan hasil penggeledahan rumah. 
Dalam kasus ini BERITA ACARA PENGGELEDAHAN dibuat 
tanggal 28 Nopember 2007 dengan penyidik AIPTU Susanto, Bripka 
Sriyadi, dan Briptu Sri Yudo PAW dan di tanda tangani oleh 
tersangka Siswanto Als Becus Bin Tugiman serta 2 orang saksi H. 
Sukiman Hadi Pranoto dan Bambang Sutomo serta penyidik AIPTU 
Susanto.  
f. Uraian jalannya penggeledahan rumah tempat kediaman dari 
tersangka Siswanto alias Becus bin Tugiman sebagai berikut : setelah 
dilakukan pemeriksaan terhadap tersangka tentang kepemilikan  
Narkotika Golongan 1 bukan tanaman jenis ganja, tersangka 
memberikan keterangan bahwa ganja miliknya disimpan atau 
disembunyikan didalam rumah kos miliknya di Kp Somodinalan Rt 
03 / III Kelurahan Ngadirejo, Kecamatan Kartasura, Kabupaten 
Sukoharjo, kemudian melakukan penggeledahan didalam rumah 
dengan seizin tersangka dan didalam kos tersebut ditemukan 2 
bungkus ganja, 1 bungkus ranting ganja dan satu bungkus plastik 
kecil ganja yang sudah dicampur dengan tembakau, 1 linting ganja 
siap hisap, 1 buah ember plastik warna hitam, 1 set alat penghisap 
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sabu-sabu (bong), 1 bik charge Hp di dalamnya terdapat 2 lembar 
plastik bekas pembungkus sabu-sabu, 3 potongan selang plastik 
kecil, 3 buah pipet kemudian dilakukan penyitaan terhadap barang 
bukti tersebut untuk penyidikan lebih lanjut.  
2. Hambatan Dalam Penggeledahan Rumah Tempat Kediaman 
Dalam kasus penyalahgunaan narkotika golongan 1 dengan 
tersangka Siswanto alias Becus bin Tugiman dalam melaksanakan 
penggeledahan tempat kediaman tidak ada hambatan, akan tetapi 
menurut Kanit Unit Narkotika (Bapak Aiptu Marjo) hambatan secara 
umum dalam kasus penyalahgunaan narkotika adalah sebagai berikut : 
a. Barang bukti disangkal oleh tersangka atau penghuni rumah yang 
digeledah, tersangka kadang berusaha menutupi tempat menyimpan 
barang bukti. 
b. Tersangka memberi kesan mempersulit jalannya 
penggeledahan,memberi keterangan yang tidak benar tentang 
keberadaan barang bukti. 
c. Penghuni rumah lainnya dalam hal ini keluarga tersangka tidak 
menyetujui kalau rumah tempat tinggalnya digeledah. 
d. Keluarnya Suarat Ijin Penggeledahan dari Ketua Pengadilan Negeri 
kadang memakan banyak waktu. 
 
3. Upaya Mengatasi Hambatan Penggeledahan Rumah Tempat Kediaman 
a) Penyidik harus melakukan pendekatan intensif terhadap tersangka 
agar tersangka mau mengakui barang bukti hasil penggeledahan 
rumah tersangka adalah benar miliknya. 
b) Tersangka diberi tindakan tegas agar mau bekerjasama dalam 
pelaksanaan penggeledahan rumah, agar berjalan dengan lancar. 
c) Keluarga tersangka yang keberatan rumahnya digeledah diberi 
pengertian bahwa rumah tempat kediamannya kemungkinan besar 
dijadikan tempat tersangka menyembunyikan Narkotika yang jelas-
59 
 
jelas merupakan tindak kejahatan dan dapat dianggap melindungi 
kejahatan dimana tindakan tersebut dapat dikenai sanksi pidana. 
Tetapi mau tidak mau rumah tempat kediaman tersangka tetap harus 
digeledah demi kelancaran proses penyidikan. 
d) Apabila tidak ada waktu untuk menunggu keluarnya surat ijin dari 
Ketua Pengadilan Negeri dan dikhawatirkan apabila tidak segera 
dilakukan penggeledahan barang bukti akan hilang atau rusak maka 
dalam keadaan mendesak, maka penyidik minta “persetujuan” Ketua 
Pengadilan Negeri, setelah selesai melakukan penggeledahan 
sesegera mungkin penyidik minta surat ijin penggeledahan dari 
Ketua Pengadilan Negeri. 
 
B. SARAN 
Adapun saran-saran yang ingin penulis sampaikan adalah sebagai 
berikut : 
1. Penggeledahan erat hubungannya dengan Hak Asasi Manusia maka 
seyogyanya penyidik dalam melakukan penggeledahan harus ekstra hati-
hati agar jangan sampai Hak Asasi Manusia dari tersangka itu  dilanggar. 
2. Surat Ijin Penggeledahan dari Ketua Pengadilan Negeri sebaiknya surat 
tersebut dikeluarkan sesegera mungkin agar tidak menyita waktu dan 
agar tidak menjadi hambatan dalam pelaksanaan penggeledahan. 
3. Pelaku penyalahgunaan narkotika seyogyanya dipidana seberat mungkin 
sebagai efek jera bagi si pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya lagi 
dan sebagai upaya preventif  bagi orang lain agar tidak melakukan tindak 
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